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ABSTRAK 

Hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri 

dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena 

bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum 

karena hukum ini merupakan pegangan tertinggi oleh semua warga negara 

Indonesia. Penerapan masa percobaan dalam hukuman mati memiliki implikasi 

yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia 

dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Djoko Prakoso yang menyatakan bahwa para penggiat hukum selalu mendasarkan 

pendapat pro dan kontra mengenai pidana mati dengan alasan yang rasional dan 

logis. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi 

pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. 

Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang 

tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula 

kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian 

besar biayanya. Pelaksanaaa hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra 

di tengah masyarakat dan juga di kalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. 

Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu 

sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM 

(hak hidup bagi pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsip-

prinsip pemidanaan itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau 

memasyarakatkan terpidana. 

 

Kata Kunci: Hukum, Pidana Mati, Pelaksanaan 
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ABSTRACT 

 

Law cannot be static because law must continue to adapt to society, especially 

those related to public law because it is in direct contact with the lives of many 

people and applies in general because this law is the highest guidance for all 

Indonesian citizens. The application of probation in the death penalty has 

important juridical implications, because it is related to the protection of human 

rights and justice in the criminal justice system. This is in line with the opinion of 

Djoko Prakoso who stated that legal activists always base their opinions for and 

against the death penalty on rational and logical reasons. In the Indonesian 

Criminal Code (KUHP), the death penalty is included in the main punishment and 

is still in effect today. The death penalty is a radical effort, to eliminate people 

who cannot be reformed, and with the death penalty the obligation to maintain 

them in prisons is also removed, which is so expensive. The implementation of the 

death penalty still has pros and cons in society and also among criminal law 

expert thinkers. Many of them still believe that the death penalty is not 

appropriate as one of the criminal sanctions because sentencing convicts to death 

is contrary to human rights (the right to life for the perpetrator) and also the 

death penalty is not in line with the principles of punishment itself, one of the 

principles of which is resocialization or socializing the convict. 

 

Keywords: Law, Death Penalty, Implementation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Uindang-uindang Nomor 1 Tahuin 2023 Teintang Kitab U indang-U indang 

Pidana adalah u indang-uindang baru i yang me ingatuir teintang hu ikuiman pidana di 

Indone isia. Hu ikuim diciptakan u intuik meingatu ir agar ke ipeintingan-keipeintingan yang 

beirbe ida antara pribadi, masyarakat, dan ne igara dapat dijamin dan diwuijuidkan 

tanpa me iruigikan pihak yang lain.
1 

 Huikuim tidaklah dapat be irsifat statis kare ina 

huikuim haru is teiruis meinyeisuiaikan diri de ingan masyarakat, apalagi yang beirkaitan 

deingan hu iku im puiblik kare ina be irseintuihan langsuing de ingan hajat hidu ip orang 

banyak dan be irlaku i seicara u imuim kare ina huikuim ini meiruipakan pe igangan 

teirtinggi ole ih seimuia warga ne igara Indone isia.
2
 Meinuiru it Teigu ih Prase ityo tindak 

pidana meiru ipakan pe irbuiatan yang me ilangga hu ikuim dilakuikan de inan keisalahan 

oleih orangyang mampu i beirtanggu ing jawab dan peilakuinya diancam deingan 

pidana.
3
 

  Dalam uindang-uindang ini, teirdapat ke iteintuian meinge inai peine irapan masa 

peircobaan dalam hu ikuiman mati. Pe ineirapan masa pe ircobaan dalam hu ikuiman mati 

meimiliki implikasi yu iridis yang pe inting, kare ina ini be irkaitan deingan 

peirlinduingan hak asasi manuisia dan ke iadilan dalam sisteim peiradilan pidana. 

Implikasi-implikasi ini meilipuiti isui-isui se ipe irti keipuituisan pe ingadilan, pe ilaksanan 

                                                 
1
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu,Kini dan 

Dimasa Depan, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.31.  
2
Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta,Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 81. 

3
Niko Saputra, Pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah, Journal Of Criminal Law , 

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Volume 3, Nomor 1, hlm. 52, https://online-

journal.unja.ac.id/article/view/17705/13286 
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huikuiman mati, hak-hak narapidana, se irta pe ingawasan dan pe imantau ian oleih 

leimbaga-leimbaga yang beirwe inang. 

  Djoko Prakoso meinyatakan bahwa para peinggiat huikuim seilalui 

meindasarkan pe indapat pro dan kontra meinge inai pidana mati deingan alasan yang 

rasional dan logis. Dalam Kitab Uindang-Uindang Hu ikuim Pidana (KUiHP) 

Indone isia, sanksi pidana mati te irmasuik dalam pidana pokok dan masih beirlaku i 

hingga saat ini. Pidana mati dapat me injadi pilihan yang te ipat uintuik dibeirikan 

keipada para pe ilakui ke ijahatan se ipanjang diatu ir dalam yu irisdiksi huikuim Nasional. 

Peirde ibatan meinge inai pidana mati teirjadi kare ina norma-norma yang saling 

beirbe intuiran dalam pe iratuiran yang be irlaku i

4
. Dalam hal ini me inuiru it peindapat 

Roeislan Saleih : 

Pidana mati adalah su iatui uipaya yang radikal, u intuik meiniadakan orang-

orang yang tidak bisa dipeirbaiki lagi, dan de ingan adanya pidana mati ini 

maka hilanglah pu ila keiwajiban u intuik me imeilihara me ireika di dalam 

peinjara-peinjara yang deimikian be isar biayanya. Be igitu i puila hilanglah 

keitaku itankeitakuitan kita jika orang-orang te irse ibuit meilarikan diri dari 

peinjara dan me imbuiat keijahatan ke imbali dalam masyarakat.
5
  

   

Meinu iru it huikuim pidana ku ino, pidana mati leibih meiruipakan talio 

(pe imbalasan) yakni siapa yang me imbuinuih maka ia haruis dibuinuih juiga. Peinjahat 

pantas meinde irita ataui disiksa (kare ina peirbuiatannya) adalah cara pandang 

masyarakat pada saat itui, yang pe ineirapannya dilakuikan oleih pe imimpin suiatui 

neigara.
6
 

                                                 
4
Cherry, K. B., Sompotan, H. B., & Voges, S. O. Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak 

Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia, Jurnal Fakultas Hukm Universitas Brawijaya, 

Volume 8, Nomor 10, hlm 5. https://media.nelii.com/publications/35340  
5
Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, 1978, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 12. 

6
Andi Hamzah dan Andi Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini Dan 

Di Masa Depan, Cetakan Pertama, 1984, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 81.  

https://media.nelii.com/publications/35340
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Tidak adanya peiratu iran yang me ingatu ir meinge inai teinggat waktui peilaksana

an eikse ikuisi mati seihingga dianggap me ilanggar hak asasi teirpidana dalam hal 

meimpeirole ih keipastian huikuim. Seibagaimana dikeimuikakan ole ih Seitiawan dan 

Wisnaeini bahwa ke itidakpastian te inggat waktu i peilaksanaan e ikseikuisi meimbeirikan 

dampak te irlanggarnya hak te irpidana u intuik meimpeirole ih ke ipastian huikuim.
7
 

Peilaksanaaa hu ikuiman pidana mati masih meinjadi pro dan kontra di teingah 

masyarakat dan juiga di kalangan pe imikir-pe imikir ahli hu ikuim pidana. Masih 

banyak dari me ire ika meinilai tidak teipat pidana mati dijadikan salah satui sanksi 

pidana ole ih kare ina meinghu ikuim mati teirpidana beirte intangan de ingan HAM (hak 

hiduip bagi pe ilakuinya) dan juiga pidana mati tidak se ijalan de ingan prinsip-prinsip 

peimidanaan itui seindiri dimana salah satui prinsipnya re isosialisasi ataui 

meimasyarakatkan te irpidana.  

  Peindapat ahli sosiologi hu ikuim juiga me ingatakan bahwa pe ineirapan 

huikuiman mati saat ini beiluim eife iktif seilain kareina se imuia agama me ingajarkan 

peingampu inan, yang mana ke imatian meiruipakan hak tuihan Yang Maha Eisa dan 

juiga pe ine irapan huikuiman mati saat ini leibih meingarah ke ipada sorotan pu iblik atas 

viralitas suiatui peirkara, seirta be irlaru it-laruitnya e ikseikuisi seihingga me inimbuilkan 

keitidakpastian hu ikuim atas kuialitas hiduip teirpidana mati.
8
  

                                                 
7
Anjarsari, W. P, Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum 

Pidana 

Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Teknlogi, Volume 2, Nomor 3, hlm 2. https://jist.publikasiindon

esia.id/index.php/jist/article/view/114  
8
Sipayung, Baren, Sardjana Orba, Manullang Henry, and Kristian Siburian, Penerapan 

Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, 

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indoenesia, Volume 1, Nomor 8, hlm 3. 

https://despace.uii.ac.id  

https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/114
https://jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/114
https://despace.uii.ac.id/
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  Analisis pasal 100 dalam u indang-uindang te irseibuit dapat meimbeirikan 

gambaran yang le ibih jeilas meinge inai implikasi-implikasi yu iridis yang teirkait 

deingan pe ineirapan masa peircobaan dalam hu ikuiman mati. Pasal ini meinyatakan 

bahwa narapidana yang dijatuihi huikuiman mati deingan masa pe ircobaan haru is 

diteimpatkan dalam le imbaga pe imasyarakatan khu isuis yang me imeinuihi pe irsyaratan 

teirte intui, dan haru is dipantaui seicara keitat seilama masa peircobaan.  Dalam Pasal 

100 ayat (1) KU iHP teirse ibuit teirtuilis bahwa: 

(1) Hakim meinjatuihkan pidana mati deingan masa peircobaan se ilama 10 

(se ipuiluih) tahu in deingan meimpeirhatikan:  

a. Rasa peinye isalan teirdakwa dan ada harapan uintuik meimpeirbaiki 

diri; ataui 

b. Peiran teirdakwa dalam Tindak Pidana. 

 

(2) Pidana mati deingan masa peircobaan seibagaimana dimaksuid pada ayat 

l haru is dicantuimkan dalam pu ituisan peingadilan. 

(3) Teinggang waktui masa peircobaan 10 (seipuiluih) tahuin dimuilai 1 (satui) 

Hari seiteilah puituisan peingadilan meimpeiroleih keikuiatan huikuim teitap. 

(4) Jika teirpidana seilama masa peircobaan seibagaimana dimaksuid pada 

ayat 1 meinuinjuikkan sikap dan peirbuiatan yang teirpuiji, pidana mati dapat 

diuibah meinjadi pidana peinjara seiuimuir hiduip deingan Keipuituisan Preisidein 

seiteilah meindapatkan peirtimbangan Mahkamah Aguing. 

(5) Pidana peinjara seiuimuir hiduip seibagaimana dimaksuid pada ayat 4 

dihituing seijak Keipuituisan Preisidein diteitapkan. 

(6) Jika teirpidana seilama masa peircobaan seibagaimana dimaksuid pada 

ayat 1 tidak meinuinjuikkan sikap dan peirbuiatan yang teirpuiji seirta tidak ada 

harapan uintuik dipeirbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas peirintah 

Jaksa Aguing. 

  De ingan de imikian, analisis Pasal 100 dalam U indang-Uindang Nomor 1 

Tahuin 2023 Te intang Kitab U indang-U indang Pidana dapat me imbeirikan gambaran 

yang le ibih kompreihe insif teintang implikasi yu iridis dari pe ineirapan masa pe ircobaan 

dalam huiku iman mati, seirta me imbeirikan pe imahaman yang le ibih baik teintang 
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bagaimana le imbaga-le imbaga yang be irwe inang dapat me imastikan keipatu ihan 

teirhadap hak asasi manuisia dan keiadilan dalam sisteim peiradilan pidana di 

Indone isia. Pidana mati dalam huikuim Indone isia buikanlah se isu iatui yang asing.    

  Sanksi pidana mati seilalui meinuiai kritik hingga saat ini dari be irbagai 

keilompok. Baik keilompok pro mau ipuin kontra masing-masing me imiliki alasan 

yang logis me inge inai pidana mati. Hal ini seijalan deingan pe indapat Djoko Prakoso 

yang me inyatakan bahwa para pe inggiat hu ikuim seilalui meindasarkan pe indapat pro 

dan kontra me inge inai pidana mati de ingan alasan yang rasional dan logis.  

  Dalam Kitab Uindang-Uindang Hu ikuim Pidana (KUiHP) Indone isia, sanksi 

pidana mati teirmasuik dalam pidana pokok dan masih beirlaku i hingga saat ini. 

Pidana mati dapat me injadi pilihan yang te ipat uintuik dibeirikan ke ipada para pe ilakui 

keijahatan se ipanjang diatuir dalam yu irisdiksi huikuim Nasional. Peirde ibatan 

meinge inai pidana mati teirjadi kare ina norma-norma yang saling be irbeintuiran dalam 

peiratu iran yang be irlakui. Seibagaimana dike imuikakan ole ih Lu ibis dan Margaini 

bahwa pe iratu iran yang ada me inghe indaki pidana mati te itapi ju iga me impeirtahankan 

hak uintuik hiduip. Pidana mati dapat dikatakan se ibagai huiku im daruirat dan pidana 

teirbe irat.   

  Peilaksanaan E ikseikuisi mati yang tidak langsu ing dilaku ikan se iteilah pu ituisan 

dibacakan, me ilainkan haru is meilaluii masa tuinggu i hingga dike iluiarkannya 

keipuituisan pre isidein meinjadi alasan ku iat pidana mati dikatakan se ibagai huikuim 

daru irat. Masa tuinggu i teirseibuit dibeirikan uintuik meimastikan bahwa te irpidana teilah 

meilakuikan se imuia u ipaya hu ikuim. Meiskipuin peine irapan masa tuinggui uintuik 

meimastikan bahwa se igala uipaya hu ikuim teilah dilakuikan oleih teirpidana, teitapi 
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meinjadi pe irsoalan ke imbali oleih ke ilompok yang tidak se ituijui de ingan pidana mati. 

Hal ini dikare inakan tidak adanya pe iratuiran yang me ingatu ir me inge inai teinggat 

waktui peilaksanaan e ikseikuisi mati seihingga dianggap meilanggar hak asasi 

teirpidana dalam hal me impeirole ih keipastian hu ikuim. Contoh kasuis yang saat ini 

teingah me injadi sorotan adalah pu ituisan Pe ingadilan Tinggi Jakarta Nomor: 

53/Pid/2023/PT DKI dimana te irdakwa pe imbuinuihan yakni  Fe irdy Sambo dijatuihi 

pidana mati namu in, hingga saat ini te irdakwa masih beiluim dieikseikuisi. 

  Uirge insi peinjatuihan pidana be irsyarat didalam U indang-uindang Re ipuiblik 

Indone isia Nomor 1 Tahuin 2023 teintang Kitab Uindang-uindang Hu ikuim Pidana. 

Eiksisteinsi hu ikuiman mati di Indone isia seicara yu iridis-historis diatuir dalam KUiHP, 

seibagai warisan dari Neige iri Be ilanda de ingan dinamai We itboeik van Strafre icht 

(WvS). Akan te itapi di ne igara Be ilanda se idiri se ibagai pe ince ituis akan adanya 

huikuiman mati di Indoneisia, pada tahu in 1870 suidah ditiadakan, teirke icuiali 

teirhadap tindak pidana yang be irsifat me ingganggu i stabilitas ne igara dan ke iteirtiban 

masyarakat, se ipeirti dalam ke iadaan pe irang. Maka akan dike inakan hu ikuiman mati 

Puitra, (2016)
9
. 

Seicara yu iridis formal huikuim pidana mati di Indoneisia te irmuiat di dalam 

Pasal 10 KUiHP diseibuitkan, pidana mati meiruipakan je inis pidana pokok dan 

diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling te irbe irat Moeiljatno, (1999)
10

. 

Kare ina awal mu ila adanya sanksi pidana mati ini dilakuikan ole ih seiorang agojo 

diteimpat gantu ingan de ingan me injeiratkan tali yang te irikat ditiang gantu ingan pada 

                                                 
9
Putra, R. S. P. Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. 

Diponegoro Law Journal, Universitas Diponegoro, 2016, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dl

r/article/view/12469  
10

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 1999, Bumi Aksara. 

https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12469
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12469
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leihe ir teirpidana keimuidian meinjatuihkan papan teimpat teirpidana mati beirdiri, 

seibagaimana dije ilaskan di dalam Pasal 11 KU iHP. Namuin pe ilaksanaan pidana 

mati beiruibah seiteilah dikeiluiarkannya Pe ine itapan Preisidein Nomor 2 Tahuin 1964 

teintang Tata Cara Pe ilaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuihkan Ole ih Peingadilan di 

Lingku ingan Pe iradilan Uimuim Dan Peiradilan Militeir. Bahwa pe ilaksanaan 

strafmodu is pidana mati yaitu i deingan cara diteimbak sampai mati oleih reigu i 

peine imbak. 

  Be irdasarkan latar be ilakang masalah diatas maka peine iliti akan meilakuikan 

peine ilitian leibih lanjuit meinge inai “Implikasi Yu iridis Peingatu iran Masa Peircobaan 

Huikuiman Mati Me inuiruit Uindang-Uindang Nomor 1 Tahu in 2023 Te intang Kitab 

Uindang-Uindang Pidana”. 

B. Rumusan Masalah  

 Adapu in yang me injadi ruimuisan dari proposal skripsi ini adalah se ibagai 

beirikuit : 

1. Bagaimana pe ingatu iran masa pe ircobaan dalam peilaksanaan huikuiman mati 

dalam Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 Te intang Kitab U indang-Uindang 

Pidana?  

2. Apa saja implikasi yu iridis dari peine irapan masa pe ircobaan dalam pe ilaksanaan 

huikuiman mati meinuiru it Pasal 100 Uindang-Uindang Nomor 1 Tahu in 2023 

Teintang Kitab U indang-Uindang Pidana?  

C. Tujuan Penelitian  

 Tu ijuian yang ingin dicapai dalam pe inuilisan proposa skripsi ini adalah 

seibagai be irikuit : 
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1. Peineilitian ini beirtuijuian uintuik meinge ivaluiasi apakah pe ineirapan masa 

peircobaan pada hu ikuiman mati seisuiai de ingan prinsip-prinsip huikuim dan hak 

asasi manu isia, se irta uintuik meinilai e ife iktivitas dan e ifisieinsi dari pe ine irapan 

masa pe ircobaan te irseibuit dalam meincapai tuijuian peimidanaan yang le ibih 

manuisiawi dan adil.  

2. Peineilitian ini juiga be irtuijuian uintuik meimbeirikan re ikomeindasi yang dapat 

dijadikan acu ian bagi pihak-pihak teirkait, baik dari seigi ke ibijakan mauipuin 

impleimeintasi, guina meimastikan bahwa pe ineirapan masa peircobaan pada 

huikuiman mati dapat dilaksanakan de ingan te ipat dan se isuiai de ingan prinsip-

prinsip huikuim yang be irlakui se irta meimbe irikan keiadilan bagi te irpidana.  

D. Manfaat penelitian  

Peineilitian ini dilakuikan deingan harapan dapat meimbe irikan manfaat dan 

keigu inaan. Adapu in manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam pe ineilitian ini 

adalah se ibagai be irikuit: 

1. Manfaat Te ioritis 

a. Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan suimbangan peimikiran bagi 

ilmui hu ikuim khuisuisnya dalam bidang huikuim pidana 

b. Peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi seibuiah karya tuilis ilmiah yang 

dapat meinjadi bahan bacaan dan juiga reifeireinsi guina keipeintingan akadeimis 

c. Diharapkan hasil peineilitian ini dapat meinjadi suimbangan peimikiran uintuik 

dijadikan arah peineilitian yang leibih lanjuit pada masa meindatang 
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2. Manfaat Praktis  

a. Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan informasi dan peimahaman 

keipada masyarakat khuisuisnya teirkait meikanismei peineirapan masa 

peircobaan dalam peilaksanaan huikuiman mati 

b. Peineilitiaan ini diharapkan dapat meinjadi peirtimbangan bagi peimangkui 

keibijakan dalam meingeikseikuisi ataui meimbeirikan peineirapan masa peircobaan 

huikuiman mati  

c. Seibagai reifeireinsi dan stuidy liteiratuirei bagi peineiliti dimasa meindatang  

E. Kerangka Konseptual 

 Agar tidak te irjadi keirancuian dan gu ina leibih meimaham istilah-istilah yang 

peinuilis gu inakan dalam proposal skripsi ini maka pe inuilis meinjabarkan beibe irapa 

istilah yang pe inuilis gu inakayaitui se ibagai be irikuit : 

1. Implikasi yu iridis 

   Be irdasarkan Kamuis Be isar Bahasa Indone isia implikasi beirarti 

keite irlibatan ataui ke iadaan teirlibat. Adapu in dalam kamuis huikuim yang 

dimaksuid de ingan implikasi yu iridis diseibuit juiga seibagai akibat hu ikuim yaitui 

akibat yang dibe irikan oleih hu ikuim atas suiatui pe iristiwa hu ikuim atau i peirbu iatan 

dari suibje ik huikuim ataui leibih singkatnya adalah akibat yang ditimbu ilkan oleih 

peiristiwa hu ikuim. Eikse ikuisi pidana mati di Indoneisia ditinjaui dari pe irspe iktif 

yu iridis dilaksanakan deingan dite imbak sampai mati beirdasarkan U iUi No. 2 

Pnps Tahuin 1964. Hal ini diteigaskan ke imbali oleih Mahkamah Konstituisi 

(MK) dalam puituisan No. 21/PUiUi-VI/2008 yang me inolak me ingganti cara 

eikse ikuisi pidana mati deingan cara lain yang be irsifat tidak meinyiksa teirpidana 
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seibagaimana dimohon oleih para te irpidana mati kasuis bom Bali, Amrozi dan 

teiman-teimannya. MK be irpe indapat bahwa e ikseikuisi pidana mati beirdasarkan 

Uindang U indang ini meingandu ing risiko te irjadinya ke itidakte ipatan dalam 

peilaksanaan yang me inimbuilkan rasa sakit, namuin hal itui buikan meiru ipakan 

peinyiksaan se ibagaimana dimaksu id Pasal 28I U iUiD 1945.
11

 

2. Peineirapan 

   Lili Rasjidi dan Wysa Puitra beirpe indapat bahwa pe ineirapan 

meiruipakan prose is keilanjuitan dari pprose is pe imbeintuikan huikuim yang me ilipuiti 

leimbaga, aparatu ir, saran dan prose iduir peineirapan huiku im.
12

 Dalam Kamuis 

Be isar Bahasa Indone isia peine irapan hu ikuim adalah peirbu iatan meine irapkan. 

3. Masa Pe ircobaan Hu ikuiman Mati 

   Peingatu iran dan dasar hu ikuim teirkait masa pe ircobaan hu ikuiman mati 

diatuir dalam Pasal 100 Ayat (1) bahwa  “Kitab U indang-U indang Hu ikuim 

Pidana me inyatakan “Hakim dapat me injatuihkan pidana mati de ingan masa 

peircobaan 10  (se ipu iluih) tahuin”. 

F. Landasan Teori 

 Teiori meinjadi payu ing leigitimasi bagi pe ineiliti dalam meinganalisis 

masalah yang dite iliti. Seijuimlah teiori akan meindiskripsikan indikator dan 

meinginditifikasi masalah se irta alat u intuik pisaui analisis me imeicahkan isui-isui 

huikuim seisuiai deingan topik yang dite iliti. Adapuin teiori yang pe inuilis guinakan 

dalam pe ineilitian ini adalah se ibagai be irikuit : 

 

                                                 
11

Paulinus Soge, Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia, Fakultas Hukum 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
12

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika,2018.hlm.3 



 

11 

 

1. Teiori Ke iadilan 

  Istilah ke iadilan (iu istitia) beirasal dari kata “adil” yang be irarti tidak 

meimihak, be irpihak ke ipada yang be inar, se ipatuitnya, dan tidak se iwe inang-

we inang. Te iori keiadilan meinuiruit Aristote ileis dibagi me injadi 2 (duia) yaitu i: 

a. Ke iadilan Distribuitif 

   Ke iadilan distribuitif adalah ke iadilan yang dite intuikan ole ih pe imbuiat 

Uindang-Uindang, distribuisinya me imuiat jasa, hak dan ke iwajiban bagi 

anggota-anggota masyarakat me inuiruit prinsip keisamaan proporsional.   

b. Ke iadilan Kore iktif 

  Ke iadilan Kore iktif adalah ke iadilan yang me injamin, meingawasi, 

dan meimeilihara distribuisi ini meilawan seirangan-seirangan ile igal. Me inuiruit 

Bahde ir Johan Nasuition “keiadilan dapat diartikan seibagai ke ibaikan, 

keibajikan, dan ke ibeinaran, yaitui suiatui keiwajiban moral yang me ingikat 

antara anggota masyarakat yang satui de ingan lainnya. Ke iadilan ju iga 

diartikan se ibagai u insuir ideial, yaitu i seibagai su iatui cita atau i su iatui idei yang 

teirdapat dalam se imui huikuim.
13

 Meinuiruit Aris Toteileis keiadilan adalah 

keibajikan yang be irkaitan de ingan hu ibuingan antar manu isia. Aris Tote ileis 

meinyatakan bahwa adil meinu iru it huikuim dan apa yang se ibanding, yaitui 

yang se imeistinya. Orang yang tidak me inghirau ikan hu ikuim juiga tidak adil, 

kare ina se imuia hal yang didasarkan ke ipada hu ikuim dapat dianggap se ibagai 

                                                 
13

Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik 

Sampai Modern, Yustitia Jurnal UNS, Volume 3 Nomor 2, hlm.130. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia

/article/view/11106    

https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106
https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106


 

12 

 

adil.
14

 De ingan de imikian dapat disimpuilkan bahwasanya te iori keiadilan 

meinghe indaki adanya pe irlakuian sama ke ipada se itiap orang se isuiai de ingan 

haknya. 

2. Teiori Ke imanfaatan 

Aliran U itilitrinismei meimpuinyai pandangan bahwa tu ijuian huikuim adalah 

meimbeirikan ke imanfaatan ke ipada se ibanyak-banyaknya orang. Me inuiruit Jeire imy 

Be intham beirpe indapat bahwa ke imanfaatan meiru ipakan su iatui hal yang akan 

beirdampak pada ke ibahagiaan dimana ke ibahagiaan me iru ipakan suiatui 

keinikmatan.
15

 Seidangkan me inuiruit Uiltre icht huikuim haru is meinjamin adanya 

keipastian hu ikuim dalam peirgau ilan manuisia, dimana huikuim uintuik meinjaga 

keipe intingan se itiap manuisia suipaya ke ipeintingan itu i tidak dapat diganggu i. 

Be irdasarkan hal teirse ibuit keimanfaatan hu ikuim dapat diartikan bahwa ke imanfaatan 

huikuim yang te irjadi dalam peirgau ilan hiduip manu isia haru is meingandu ing keipastian 

huikuim guina me injaga ke ipeintingan manu isia dimana teirdapat pe irtimbangan teirkait 

keipe intingan mana yang leibih peinting dari ke ipeintingan manu isia lain agar teircipta 

keimanfaatan hu ikuim. 

3. Teiori Pe imidanaan 

Teiori pe imidanaan dalam hal meimbe inarkan peinjatuihan pidana 

uimuimnya dapat dike ilompokkan me injadi 3 (tiga) yakni se ibagai be iriku it : 

a. Teiori Absolu it / Teiori Peimbalasan (ve irgeildings theioriein) 

                                                 
14

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaiman 

Filsafat Hukum Indonesia), Jakarta, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2006, hlm.156. 
15

W. Friedman, Teori dan Filsaat Hukum Idealisme Filosofis dan Keadilan, Jakarta, 

Rajawli Pers, 1990, hlm,45-46. 
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Meinuiru it teiori ini pidana dijatuihkan kare ina orang te ilah me ilakuikan 

keijahatan. Pidana se ibagai akibat mu itlak yang haru is ada se ibagai su iatui 

peimbalasan te irhadap orang yang meilaku ikan keijahatan. Jadi dasar 

peimbe inarnya te irleitak pada adanya ke ijahatan itui seindiri. Meinge inai teiori 

peimbalasan ini Andi Hamzah meinge imuikakan bahwa: 

Teiori pe imbalasan meinyatakan bahwa pidana tidaklah beiru ijuian u intuik 

yang praktis, seipeirti meimpeirbaiki peinjahat. Ke ijahatan itui seindirilah 

yang me ingandu ing u insuir-uinsuir uintuik dijatuihkan pidana, pidana 

seicara mu itlak ada kare ina dilaku ikan suiatui ke ijahatan. Tidaklah pe irlui 

meiikirkan manfaat pe injatuihan pidana.
16

 

 

Teiori pe imbalasan atau i absoluit ini teirbagi atas pe imbalasan su ibjeiktif 

dan pe imbalasan obje iktif. Peimbalasan su ibjeiktif adalah pe imbalasan 

teirhadap ke isalahan pe ilakui. Se idangkan pe imbalasan obje iktif adalah 

peimbalasan te irhadap apa yang te ilah diciptakan pe ilakui di duinia luiar.
17

 

b. Teiori Re ilatif / Teiori Tu ijuian 

Tu ijuian pidana me inuiruit teiori re ilatif buikan hanya se ikeidar 

peimbalasan, te itapi u intuik meiwu ijuidkan ke iteirtiban dalm masyarakat. 

Seibagaimana dike imuikakakan Koe iswadji bahwa tuijuian pokok dari 

peimidanaan yaitu i : 

1) Uintuik meimpeirtahankan keite irtiban masyarakat (deihandhaving  van de i 

maatschappe ilijkei ordei); 

2) Uintuik me impeirbaiki ke iru igian yang dide irita ole ih masyarakat se ibagi 

akibat dari te irjadinya ke ijahatan (he it heirsteil van heit doe ir dei misdad 

ontanei maatschappe ilijkei nadeie il); 

                                                 
16

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Praditya Paramita, Jakarta, 

1993, hlm.26. 
17

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka Cipta, Jakarta, 1994. hlm 31. 
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3) Uintuik meimpeirbaiki si pe injahat (ve irbe iteiring vande i dade ir); 

4) Uintuik meimbinasakan si peinjahat (onschade ilijk make in van de i 

misdadigeir); 

5) Uintuik meince igah ke ijahatan (te irvoorkonning van dei misdaad)
18

 

c. Teiori Gabu ingan 

Meinuiru it teiori gabu ingan bahwa tu ijuian pidana itui seilain me imbalas 

keisalahan pe injahat juiga dimaksuidkan uintuik meilinduingi masyarakat, 

deingan me iwuijuidkan keite irtiban. Teiori ini meinggu inakan ke iduia teiori 

teirse ibuit di atas (te iori absoluit dan te iori re ilatif) se ibagai dasar pe imidanaan, 

deingan pe irtimbangan bahwa ke iduia te iori teirseibuit meimiliki keileimahan-

keile imahan yaitu i: 

1. Ke ileimahan te iori absoluit adalah me inimbuilkan keitidakadilan kare ina 

dalam pe injatuihan hu ikuiman pe irlui me impeirtimbangkan bu ikti-buikti yang 

ada dan pe imbalasan yang dimaksu id tidak haruis neigara yang 

meilaksanakan. 

2. Ke ileimahan teiori re ilatif yaitu i dapat me inimbuilkan keitidakadilan kare ina 

peilaku i tindak pidana ringan dapat dijatu ihi huiku im beirat; ke ipuiasan 

masyarakat diabaikan jika tu ijuiannya u intuik me impeirbaiki masyarakat; 

dan me inceigah ke ijahatan deingan me inakuit-naku iti suilit dilaksanakan.
19

 

 Meinu iru it Sholeihuiddin tuijuian pe imidanaan yaitu i:  

Peirtama, meimbe irikan eife ik peinjeiraan dan pe inangkalan. Peinjeiraan 

beirarti me injau ihkan si teirpidana dari ke imuingkinan me ingu ilangi 

keijahatan yang sama, seidangkan tu ijuian se ibagai peinangkal be irarti 

                                                 
18

Koeswadji, Perekembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan 

Hukum Pidana, Cetakan ,1995, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.12. 
19

Ibid. 
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peimidanaan be irfu ingsi seibagai contoh yang meingingatkan dan 

meinaku itkan bagi pe injahatpe injahat poteinsial dalam masyarakat.  

Ke iduia, peimidanaan se ibagai re ihabilitasi. Teiori tuijuian meinganggap 

peimidanaan se ibagai jalan uintuik meincapai re iformasi ataui re ihabilitasi 

pada si te irpidana. Ciri khas dari pandangan teirse ibuit adalah 

peimidanaan me iruipakan proseis peingobatan sosial dan moral bagi 

seiorang te irpidana agar keimbali be irinteigrasi dalam masyarakat se icara 

wajar. Ke itiga, pe imidanaan seibagai wahana pe indidikan moral, ataui 

meiruipakan prose is reiformasi. Kare ina itui dalam prose is peimidanaan, 

si teirpidana dibantu i uintu ik me inyadari dan me ingakuii ke isalahan yang 

dituiduihkan keipadanya.
20

 

 

Reileivansi ke iduia te iori ini sangatlah cocok digu inakan u intuik 

meilihat bagaimana Implikasi pe ineirapan Masa Peircobaan Hu ikuiman Mati 

Meinu iru it Uindng-Uindang Nomor 1 Tahu in 2023 Teintang Kitab U indang-

Uindang Pidana. 

4. Te iori Keipastian Hu ikuim 

  Ke ipastian meiruipakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hu ikuim, 

teiruitama u intuik norma huikuim teirtuilis. Huikuim tanpa nilai keipastian akan 

keihilangan makna kare ina tidak dapat lagi digu inakan se ibagai pe idoman peirilaku i 

bagi se itiap orang. Ke ipastian se indiri diseibuit seibagai salah satu i tuijuian dari huikuim. 

Apabila dilihat seicara historis, peirbincangan meinge inai ke ipastian huikuim 

meiruipakan pe irbincangan yang te ilah muincu il seime injak adanya gagasan pe imisahan 

keikuiasaan dari Monte isquiieiui. Gu istav Radbru ich meinge imuikakan 4 (e impat) hal 

meindasar yang be irhuibuingan de ingan makna ke ipastian huikuim, yaitu i: 

Peirtama, bahwa hu ikuim itui positif, artinya bahwa huiku im positif itui adalah 

peiru indang-uindangan. Keiduia, bahwa hu ikuim itui didasarkan pada fakta, 

artinya didasarkan pada keinyataan. Ke itiga, bahwa fakta haru is diruimuiskan 

deingan cara yang je ilas se ihingga me inghindari ke ike iliruian dalam 

                                                 
20

Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & 

Implementasinya, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45. 
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peimaknaan, di samping muidah dilaksanakan. Ke ieimpat, huikuim positif 

tidak boleih muidah diuibah. 

 

Peindapat me inge inai ke ipastian huikuim dikeimuikakan pu ila oleih Jan M. Otto 

seibagaimana diku itip oleih Sidharta, yaitui bahwa keipastian huikuim dalam situiasi 

teirte intui me insyaratkan se ibagai be irikuit : 

a) Teirse idia atuiran-atuiran huikuim yang je ilas ataui jeirnih, konsistein dan muidah 

dipeirole ih (acce isiblei), yang dite irbitkan oleih ke ikuiasaan ne igara; 

b) Bahwa instansi-instansi peingu iasa (pe ime irintahan) meineirapkan atuiran-atu iran 

huikuim teirse ibuit seicara konsistein dan juiga tu induik dan taat ke ipadanya; 

c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya me inye ituijuii mu iatan isi dan kareina 

itui meinye isuiaikan pe irilakui meire ika teirhadap atu iran-atuiran te irse ibuit; 

d) Bahwa hakim-hakim (pe iradilan) yang mandiri dan tidak be irpihak 

meine irapkan atu iran-atuiran huikuim teirse ibuit seicara konsistein seiwaktui meire ika 

meinye ileisaikan se ingke ita huikuim; dan 

e) Bahwa ke ipuituisan pe iradilan se icara konkrit dilaksanakan. 

Ke ilima syarat yang dikeimuikakan Jan M. Otto teirse ibuit meinuinjuikkan 

bahwa ke ipastian hu ikuim dapat dicapai jika su ibstansi huikuimnya se isuiai deingan 

keibuituihan masyarakat. Atuiran huikuim yang mampui meinciptakan keipastian 

huikuim adalah huikuim yang lahir dari dan me ince irminkan buidaya masyarakat. 

Ke ipastian hu ikuim yang seipe irti inilah yang dise ibuit de ingan ke ipastian hu ikuim yang 

seibe inarnya (re ialistic leigal ce irtainly), yaitui me insyaratkan adanya ke iharmonisan 

antara ne igara de ingan rakyat dalam be irorie intasi dan meimahami sisteim huikuim. 
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G. Orisinalitas Penelitian 

Be irdasarkan pe ineiluisuiran yang te ilah dilaku ikan ole ih pe ineiliti dalam skripsi 

ini, teirdapat be ibeirapa pe ineilitian teirdahu ilui yang me imiliki peirbeidaan dan 

peirsamaan dalam topik peine ilitian yang dite iliti seibagai be irikuit: 

1. Juirnal oleih Parhan Muintafa, Ade i Mahmuid, Fakuiltas Huikuim, Uiniveirsitas 

Islam Bandu ing, Kota Banduing, Indone isia, Peineirapan Hu ikuim Pidana Mati 

Be irsyarat Dalam Kuihp Baru i Di Huibu ingkan Deingan Asas Ke ipastian 

Huikuim.
21

 Meitodei pe ineilitian yang di gu inakan pe inuilis dalam peineilitian ini 

meinggu inakan me itodei yu iridis normatif, meingingat peirmasalahan yang dite iliti 

re ispon teirhadap se iteilah disahkanya u indang-uindang re ipuiblik indoneisia nomor 

1 tahuin 2023 teintang kitab uindang-uindang hu ikuim pidana te irhadap u irgeinsi 

peinjatuihan hu ikuiman pidana mati beirsyarat dihuibuingkan de ingan asas 

keipastian Hu ikuim. Deingan me inganalisis huikuim yang te irtuilis yang teilah 

diuindangkan. Spe isifikasi pe ineilitian meinggu inakan de isktriptif yang be irtuijuian 

uintuik meimbeirikan gambaran dan pe inje ilasan teirhadap masalah yang diteiliti 

meinge inai peiru ibahan huikuiman pidana mati di Indoneisia. Adapu in uintuik jeinis 

data pe ine ilitian yang diguinakan dalam pe ine ilitian ini adalah data ku ialitatif. 

Suimbeir data me iruipakan bahan yang me imbeirikan peinje ilasan meinge inai bahan 

huikuim primeir, bahan huikuim seikuindeir dan bahan huikuim teirsie ir. Seilanjuitnya 

dalam te iknik peingu impuilan data me inggu inakan stuidi keipuistakaan de ingan 

meinganalisis data ku ialitatif yang te ilah di kuimpuilkan me ilaluii ke ipuistakaan 

                                                 
21

Parhan Muntafa, Ade Mahmud, Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam Kuhp 

Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Tersedia online pada https://www.ejournal.w

armadewa.ac.id/index.php/juprehum 

https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
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dan seicara online i deingan meingu itip konseip huikuim ataui peiratu iran peiru indang-

uindangan, yang ada be irhuibuingan e irat de ingan pokok peirmasalahan. 

2. Peineiliti meinggu inakan jeinis peineilitian huikuim normatif, yang me ingkaji 

peine irapan kaidah-kaidah ataui norma-norma dalam huikuim positif dan seijarah 

huikuimnya, de ingan meilakuikan pe ineilitian keipuistakaan atau i stuidi dokuimein 

yang ditu ijuikan hanya pada pe iratu iran-peiratu iran yang te irtuilis ataui badan 

huikuim yang lain.  Pe ineilitian be irfokuis pada Implikasi Pe ineirapan Masa 

Peircobaan Hu ikuiman Mati Me inu iruit Uindang-Uindang Nomor 1 Tahu in 2023 

Teintang Kitab U indang-Uindang Pidana. 

3. Juirnal pe ineilitian oleih Daffa Rizky De iwanto, Rahtami Suisanti, Fakuiltas 

Huikuim, Uiniveirsitas Muihammadiyah Puirwoke irto, Huiku iman Mati Meinuiruit 

Uindang-Uindang Nomor 1 Tahu in 2023 Teintang Kitab U indang-Uindang 

Huikuim Pidana Dalam Peirspe iktif Hak Asasi Manuisia.
22

 Dalam pe irjalanan 

riseit ini, kita me inapaki jaluir e ikskluisif peine ilitian yu iridis normatif. Se ibuiah 

meitodei pe ineilitian yang beigitu i be irbeida, de ingan peinuih cinta stu idi normatif 

meinjadi pu isatnya. Pe inggalan kajian ini me inyajikan pe inde ikatan pe iruindang-

uindangan se ibagai sajian uitama. Peine ilitian huikuim normatif seindiri adalah inti 

dari meitodeilogi, de ingan teiliti meimeitik hikmah dari peiratu iran peiru indang-

uindangan yang hidu ip dan re ileivan, me injadikannya cikal bakal pe imeicahan 

masalah huikuim yang kita ge inggam. Tahapan proseis aku iisisi data dilakuikan 

meilaluii cara ce irmat me ilaluii peinde ikatan pe ineilitian me ilalu ii stuidi liteiratu ir ataui 

                                                 
22

Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi 

Manusia, Vol. 5, No. 1, Juni 2023 https://e journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/

view/239  

https://e journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/239
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analisis keipuistakaan, me injaring data se ikuinde ir de ingan me indalami peiratu iran 

peiru indang-uindangan, karya lite iratu ir teirmasuik buikui, risalah rapat, dan juirnal 

seibagai re ife ireinsi kaya. Dalam pe ine ilitian ini, data disajikan de ingan te ikuin 

dalam be intuik uiraian yang te irsuisuin de ingan siste imatika, logika, dan re ile ivansi 

nasional. Peindeikatan analisis data yang dipilih adalah meitodei analisis 

kuialitatif, meingolah data meinjadi kalimat-kalimat yang te irtata, je ilas, tidak 

saling tu impang tindih, dan e ifeiktif se ihingga me imuidahkan pe imahaman 

teirhadap hasil analisisnya. Se imuianya be irlangsu ing di ke ianggu inan 

Peirpuistakaan U inive irsitas Muihammadiyah Puirwoke irto seibagai lokasi 

peine ilitian, di mana ilmui dan ke iarifan me ingalir dalam indahnya ke isatuian 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe i Peineilitian 

Jeinis peineilitian yang digu inakan pe inuilis adalah pe ineilitian huikuim 

normatif, yang me ingkaji pe ineirapan kaidah-kaidah atau i norma-norma dalam 

huikuim positif dan seijarah hu ikuimnya, de ingan meilakuikan pe ineilitian 

keipuistakaan atau i stuidi dokuime in yang ditu ijuikan hanya pada pe iratuiran-

peiratu iran yang teirtu ilis atau i badan huikuim yang lain.
23

 Peine ilitian beirfokuis 

pada Implikasi Pe ineirapan Masa Peircobaan Hu ikuiman Mati Meinuiru it Uindang-

Uindang Nomor 1 Tahu in 2023 Te intang Kitab U indang-Uindang Pidana. 

 

 

 

                                                 
23

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Raja Grafindo Persada, 1985 Jakarta hlm.23. 
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2. Peindeikatan Pe ineilitian 

Dalam pe ineilitian huikuim sangat dipe irluikan adanya pe inde ikatan-

peinde ikatan teirte intui seibagai dasar pijakan u intuik meinyu isuin argu imeintasi 

huikuim yang te ipat, logis, dan aku irat. Me inuiruit Peitteir Mahmu id Marzuiki: 

“Peinde ikatan-peindeikatan yang digu inakan di dalam peine ilitian huikuim 

adalah pe inde ikatan Uindang-U indang (statu itei approach), pe indeikatan 

kasuis (case i approach), peinde ikatan historis (historical approach), 

peinde ikatan pe irbandingan (comparative i approach), dan pe inde ikatan 

konseiptuial (conse iptuial approach).
24

 

 

Pada pe ineilitian ini peinuilis meinggu inakan 3 (tiga) pe indeikatan yaitu i 

peinde ikatan Pe iruindang-Uindangan (statu itei approach), pe inde ikatan konse iptuial 

(conce iptu ial approach), dan pe indeikatan kasu is (casei approach). 

a. Peindeikatan Pe iruindang-Uindangan (Statu itei Approach)  

Peindeikatan ini me iruipakan pe ineilitian yang me ingu itamakan bahan 

huikuim yang be iruipa peiratuiran Peiruindang-Uindangan seibagai bahan acu ian 

dasar dalam me ilakuikan pe ineilitian.
25

 Peindeikatan ini digu inakan u intuik 

meine ilaah seimuia peiratuiran Peiru indang-Uindangan yang be irhu ibuingan 

deingan pe irmasalahan yang akan dite iliti. 

b. Peindeikatan Konse iptuial (Conceiptuial Approach) 

Peindeikatan konse iptu ial meiru ipakan je inis peindeikatan dalam 

peine ilitian huikuim yang meimbeirikan su iduit pandang analisis pe inye ileisaian 

peirmasalahan dalam pe ineilitian huikuim dilihat dari aspe ik konse ip-konse ip 

huikuim yang me ilatarbe ilakanginya bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang 

                                                 
24

Petter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cetakan Kedua, edisi Pertama, 2006 

Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.92. 
25

Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, 2001, Edisi 

Revisi, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.133. 
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teirkandu ing dalam pe inormaan se ibuiah pe iratu iran kaitannya de ingan konse ip-

konseip yang digu inakan.
26

 

c. Peindeikatan Kasu is (Case i Approach) 

Peindeikatan Konse iptuial (Case i Approach) adalah pe indeikatan yang 

dilaku ikan de ingan me ilakuikan te ilaah pada kasuis-kasu is yang be irkaitan 

deingan isu i huikuim yang dihadapi.
27

  

3. Peingu impu ilan Bahan Huikuim 

Jeinis bahan hu ikuim yang digu inakan adalah bahan hu ikuim se ikuindeir. 

Meinuiru it Soeirjono Soeikanto Jeinis dan bahan-bahan huiku im yang digu inakan 

dalam pe ineilitian ada 3 (tiga) macam me ingacu i keipada tata cara pe inyu isuinan 

suimbeir bahan-bahan huikuim yaitu i bahan hu ikuim primeir, bahan huikuim 

seikuinde ir, dan bahan hu ikuim teirsieir.
28

 

a. Bahan hu iku im primeir  

Bahan hu ikuim prime ir yang u itama adalah U indang-Uindang Nomor 1 

Tahu in 2023 Teintang Kitab Uindang-Uindang Pidana. 

b. Bahan hu ikuim seikuindeir  

Bahan hu ikuim seikuindeir adalah bahan yang me imbeirikan pe injeilasan 

meinge inai huikuim primeir, yang te irdiri dari:  

a) Lite iratu ir-liteiratuir yang beirkaitan de ingan pe irmasalahan;  

b) Makalah yang be irkaitan deingan pe irmasalahan;  

c) Hasil karya ilmiah pakar hu ikuim; 

                                                 
26

Ibid, hlm.147. 
27

Ibid, hlm 138. 
28

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; suatu tinjauan singkat, 

2002 PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12 – 14. 
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d) Peindapat pakar hu ikuim 

c. Bahan hu ikuim teirsieir  

Bahan hu ikuim teirsieir adalah bahan hu ikuim yang me imbeirikan 

peituinjuik mauipuin pe injeilasan te irhadap bahan hu ikuim primeir dan bahan 

huikuim seikuinde ir, seipe irti kamu is huikuim dan e insiklopidia.
29

  

4. Analisa Bahan Hu ikuim 

Dari data yang dipe iroleih baik data prime ir, se ikuindeir, dan te irsieir 

seilanjuitnya pe inuilis akan meinganalisa bahan te irseibuit deingan tahapan se ibagai 

beirikuit :  

a) Meinginve intarisir seiluiru ih bahan huikuim dimana teirdapat pe iratu iran 

Peiruindang-Uindangan te irkait yang be irhuibuingan dalam pe imbahasan isui 

huikuim, dan diku impuilkan se ibagai tu impuian bahan hu ikuim yang akan 

dianalisis. 

b) Meinsisteimatiskan seiluiruih bahan hu ikuim yakni peiratu iran Peiruindang-

Uindangan yang be irkaitan deingan masalah yang akan diteiliti. 

c) Meinganalisis bahan hu ikuim teirseibuit lalui diruimuiskan keisimpuilan yang 

meiruipakan jawaban atas peirmasalahan dalam proposal ini. 

I. Sistematika Penulisan 

Uintu ik meindapatkan gambaran yang je ilas dari peimbahasan skripsi ini, 

maka pe inuilis meinyu isuinnya se icara siste imatis. Adapu in sisteimatika yang 

dipeirgu inakan dalam pe inuilisan skripsi ini teirdiri dari 4 (e impat) bab yang seicara 

garis be isar diuiraikan se icara be iriku it: 

                                                 
29

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, 2007 Jakarta, UI Press, hlm. 52 
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BAB I Meiru ipakan bab pe irtama dalam pe ineilitian ini yang be irisi latar 

beilakang masalah, pe imbatasan dan ru imuisan masalah, tuijuian dan 

manfaat pe ine ilitian, keirangka konse iptuial te intang juiduil yang diangkat, 

landasan te iori pe inuilisan, meitodologi pe ine ilitian yang digu inakan dan 

sisteimatika peinuilisan. Bab ini juiga meiru ipakan landasan pe irmasalahan 

uintuik bab be irikuitnya. 

BAB II Pada Bab ini pe inuilis akan me ingu iraikan me ingeinai tinjauian u imuim 

teintang masa pe ircobaan huikuiman mati 

BAB III     Pada bab ini peinuilis akan me injabarkan dan me inganalisis te irkait 

Implikasi Yu irdis Peine irapan Masa Pe ircobaan Hu ikuiman Mati Me inuiruit 

Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 Te intang Kitab Uindang-Uindang 

Pidana. 

BAB IV Pada bab ini pe inuilis akan me ingu iraikan ke isimpu ilan dan pe injeilasan 

yang te ilah dibeirikan pada bab peimbahasan dan juiga diikuiti deingan 

saran-saran yang be irke inaan de ingan pe irmasalahan yang me injadi objeik 

peine ilitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM MASA PERCOBAAN HUKUMAN PIDANA   MATI 

 

A. Tinjaun Tentang Legalitas 

Be irbe ida de ingan KU iHP lama, dalam KU iHP baru i, pidana mati diancamkan 

seicara alte irnatif se ibagai uipaya te irakhir dalam peinjatuihan sanksi pidana, 

seibagaimana te irmasuik dalam Pasal 98 U indang-uindang Nomor 1 Tahu in 2023 

teintang KU iHP. Dalam keiteintuian u indang-uindang te irse ibuit dinyatakan bahwa 

hakim meinjatuihkan pidana mati de ingan masa pe ircobaan 10 tahu in. Dalam masa 

peircobaan ini, apabila teirdakwa be irkeiinginan u intuik meimpeirbaiki dirinya dan 

meinuinjuikkan sikap yang te irpuiji, maka pidana mati yang te ilah diteitapkan dapat 

diuibah me injadi pidana peinjara se iuimu ir hiduip de ingan Ke ipuitu isan Pre isidein seiteilah 

meindapatkan pe irtimbangan Mahkamah Agu ing. 

Pidana mati yang diatu ir dalam U indang-uindang Nomor 1 Tahu in 2023 

teintang Kitab U indang U indang Hu iku im Pidana (KUiHP) te irdapat dalam pasal 98 

UiUi itui diseibuitkan bahwa hu ikuiman mati ataui pidana mati diancamkan seicara 

alteirnatif se ibagai u ipaya teirakhir u intuik me ince igah dilakuikannya tindak pidana dan 

(uintuik) meingayomi masyarakat. Hal ihwal peilaksanaan hu ikuiman mati diatuir 

dalam Pasal 99 U iUi Nomor 1 Tahu in 2023. Be irikuit buinyi pasal yang te irdiri dari 

eimpat ayat itu i: 

1. Pidana mati dapat dilaksanakan se iteilah peirmohonan grasi bagi te irpidana 

ditolak Preisidein. 

2. Pidana mati seibagaimana dimaksu id pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muika 

uimuim. 
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3. Pidana mati dilaksanakan deingan me ineimbak te irpidana sampai mati ole ih re igu i 

teimbak atau i deingan cara lain yang dite intuikan dalam Uindang U indang. 

4. Peilaksanaan pidana mati teirhadap pe ire impuian hamil, peire impuian yang se idang 

meinyu isuii bayinya, atau i orang yang sakit jiwa dituinda sampai pe ire impuian 

teirse ibuit meilahirkan, pe ireimpuian teirse ibuit tidak lagi me inyu isuii bayinya, ataui 

orang yang sakit jiwa te irseibuit seimbuih.
30

 

Dilansir situis re ismi Ke imeinteirian Huikuim dan Hak Asasi Manuisia 

(Ke imeinkuimham), Wameinkuimham Eidward Omar Sharif Hiarie ij, meinjeilaskan 

bahwa pe ineirapan pidana mati adalah huikuiman speisial dan bisa beiru ibah. "Artinya 

apabila se iorang te irpidana beirke ilaku ian baik akan dapat dibe irikan peinuiruinan 

huikuiman meinjadi peinjara se iuimuir hiduip ataui duia puiluih tahuin peinjara. Jadi 

huikuiman mati buikan main puinishmeint, tapi meinjadi spe icial puinishmeint,"
31

 

Dalam waktu i seilama meinjalani masa hu ikuiman di Le imbaga Pe imasyarakatan 

(Lapas) dan Ruimah Tahanan Ne igara (Ruitan), narapidana dibe irikan peimbinaan 

keimandirian (me intal-spirituial) dan ju iga pe imbinaan ke iteirampilan. "Sikap 

beirke ilakuian baik se ilama meinjadi Warga Binaan Peimasyarakatan (WBP) dapat 

dijadikan acu ian dalam peimbe irian peinuiruinan huikuiman ataui peingajuian beibas 

beirsyarat."  

Dalam pe irspe iktif huikuim dan Ham Inte irnasional', pidana mati 

beirte intangan de ingan ke iteintuian inteirnasional HAM teiruitama Pasal 3 DUiHAM 

yaitu i hak uintuik hiduip. Namuin teirdapat pe inge icuialian dari Pasal teirseibuit yaitui 

Pasal 4 ayat (1) ICCPR deirogable i right yang pada intinya hu ikuiman mati dapat 

                                                 
30

https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati- 

Pasal 99 UU No 1 Tahun 2023 
31

Edward yang akrab disapa Eddy, dikutip dari situs kemenkumham.go.id.  
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dilaksanakan de ingan ku ialifikasi ke ijahatan te irseibuit meimbeihayakan pu iblik," Hal 

awal pidana mati diatu ir dalam U iUi Nomor 1 Tahuin 2023 teintang KU iHP. Pidana 

mati diancamkan se icara alte irnatif se ibagai u ipaya te irakhir. Pe ine irapan huikuiman 

mati dalam UiU i teirseibuit diatuir dalam Pasal 100 dan 101. Be irikuit buinyinya: 

Pasal 100 UiU i Nomor 1 Tahuin 2023 

1. Hakim me injatuihkan pidana mati de ingan masa pe ircobaan se ilama 10 (se ipuiluih) 

tahuin de ingan me impeirhatikan: 

a) Rasa pe inye isalan te irdakwa dan ada harapan u intuik meimpeirbaiki diri; atau i 

b) peiran te irdakwa dalam Tindak Pidana. 

c) ada alasan me iringankan. 

2. Pidana mati deingan masa peircobaan se ibagaimana dimaksuid pada ayat (l) 

haru is dicantuimkan dalam puituisan peingadilan. 

3. Teinggang waktu i masa peircobaan 10 (se ipuiluih) tahuin dimuilai 1 (satui) Hari 

seiteilah pu ituisan pe ingadilan me impeiroleih ke ikuiatan huikuim teitap. 

4. Jika teirpidana se ilama masa pe ircobaan se ibagaimana dimaksu id pada ayat (1) 

meinuinju ikkan sikap dan peirbu iatan yang te irpuiji, pidana mati dapat diuibah 

meinjadi pidana pe injara se iuimuir hidu ip deingan Ke ipuituisan Pre isidein se iteilah 

meindapatkan pe irtimbangan Mahkamah Agu ing. 

5. Jika teirpidana se ilama masa pe ircobaan se ibagaimana dimaksu id pada ayat (1) 

tidak meinuinjuikkan sikap dan peirbuiatan yang te irpuiji seirta tidak ada harapan 

uintuik dipeirbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas pe irintah Jaksa Agu ing. 

Bilamanakah dalam hal peirmohonan grasi te irpidana mati ditolak dan 

pidana mati tidak dilaksanakan se ilama 10 (seipuiluih) tahuin seijak grasi ditolak 
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buikan kare ina teirpidana meilarikan diri, pidana mati dapat diuibah meinjadi 

pidana pe injara seiuimuir hiduip deingan Ke ipuituisan Preisidein teirseibuit 

meimbeirikan ke ijeilasan u intuik teirpidana. Dalam Peinje ilasan atas U iUi Nomor 1 

Tahu in 2023 teintang KUiHP diseibuitkan bahwa pidana mati tidak teirdapat 

dalam steilseil pidana pokok. Be irikuit buinyi pe injeilasan Pasal 98 UiU i Nomor 1 

Tahu in 2023 teintang hu ikuiman mati diancamkan se icara alte irnatif seibagai u ipaya 

teirakhir u intuik meince igah dilakuikannya tindak pidana. 

Peinjeilasan Pasal 98 U iUi Nomor 1 Tahu in 2023 Pidana mati tidak 

teirdapat dalam ste ilseil pidana pokok. Pidana mati diteintuikan dalam pasal 

teirse indiri uintuik me inuinjuikkan bahwa je inis pidana ini beinar-be inar be irsifat 

khuisuis seibagai u ipaya teirakhir u intuik meingayomi masyarakat. Pidana mati 

adalah pidana yang paling be irat dan haru is seilalui diancamkan se icara alte irnatif 

deingan pidana pe injara seiuimuir hiduip ataui pidana peinjara paling lama 20 (duia 

puiluih) tahu in. Pidana mati dijatuihkan de ingan masa pe ircobaan, se ihingga dalam 

teinggang waktu i masa peircobaan te irse ibuit teirpidana diharapkan dapat 

meimpeirbaiki diri se ihingga pidana mati tidak pe irlui dilaksanakan, dan dapat 

diganti de ingan pidana pe injara se iuimuir hiduip. Uintuik ke ideipan te irdapat 

beibe irapa pe iru ibahan pe inting te irkait huikuiman mati ini, teiru itama peimbaharuian 

yang te ilah dilaku ikan Dalam Kitab U indang-Uindang Hu ikuim Pidana (KU iHP) 

yang disahkan pada 6 De iseimbeir 2022, hakim meinjatuihkan pidana mati 

deingan masa pe ircobaan seilama 10 tahu in. Hal teirse ibuit teirdapat dalam Pasal 

100 U indang-U indang Nomor 1 Tahu in 2023 te intang KU iHP. Pasal 100 Ayat 1 

KUiHP me ingatu ir, hakim meinjatu ihkan pidana mati deingan masa pe ircobaan 
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seilama 10 tahu in deingan meimeirhatikan rasa peinye isalan te irdakwa dan ada 

harapan u intuik meimpe irbaiki diri ataui peiran te irdakwa dalam tindak pidana. 

Penilaian perilaku baik narapidana yang dijatuhi hukuman mati dapat 

melibatkan berbagai faktor. Namun, prosedur dan kriteria penilaian ini dapat 

berbeda antara negara dan sistem hukum. Berikut adalah beberapa faktor yang 

umumnya dapat diperhitungkan: 

1. Perilaku Selama Penahanan, Evaluasi perilaku narapidana selama masa 

penahanan, termasuk ketaatan terhadap peraturan penjara, partisipasi 

dalam program rehabilitasi, dan interaksi dengan petugas dan sesama 

narapidana. 

2. Pendidikan dan Keterampilan, Penilaian terhadap upaya narapidana 

untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilannya selama masa 

tahanan. Ini bisa mencakup partisipasi dalam program pendidikan, 

pelatihan kerja, atau kegiatan produktif lainnya. 

3. Pembinaan Spiritual, Pertimbangan terhadap aspek spiritual dan 

religius narapidana, seperti partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan 

perubahan positif dalam keyakinan dan nilai-nilai. 

4. Riwayat Perilaku Sebelumnya, Melihat apakah narapidana memiliki 

riwayat perilaku positif sebelum kejahatan yang mengakibatkan 

hukuman mati. 

5. Resosialisasi, Evaluasi kemampuan narapidana untuk direhabilitasi 

dan diresosialisasi kembali ke masyarakat. 
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6. Kolaborasi dengan Sistem Peradilan, Kerjasama narapidana dengan 

proses hukum, termasuk memberikan keterangan atau kerjasama dalam 

penyelidikan kejahatan lain. 

7. Tanggung Jawab dan Kesadaran, Penilaian terhadap kesadaran dan 

tanggung jawab narapidana terhadap tindakan mereka serta usaha 

mereka untuk menebus kesalahan. 

8. Pendapat Pihak Terkait, Pendapat dari berbagai pihak terkait, seperti 

petugas penjara, konselor, dan ahli rehabilitasi. 

B. Tinjauan Tentang Narapidana 

1. Dasar Penggolangan Narapidana 

Sifat pidana pe injara dimaksuidkan me iluikiskan watak masing-masing 

jeinis pidana agar dapat dibeidakan antara pidana peinjara de ingan sifat pidana 

lain, misalnya pidana mati, huikuiman meimbayar buinga dan ganti ruigi dalam 

uitang piu itang. U isaha uintuik meinyoroti teirhadap keidirian, pe iranan dan 

manfaat pidana pe injara dimaksu idkan uintuik meiluikiskan agar tida keihilangan 

sifat dasarnya se ibagai suiatu i pidana se ikalipuin meine irima pe ingaru ih 

peirke imbangan ke iadaan kriminologis dan sosiologis yang ada di seikitarnya, 

bahkan dari pe ingaru ih te irse ibuit juiga dapat me ingarahkan pe irlakuiannya agar 

meimuinyai hasil gu ina dan daya gu ina bagi u ipaya ke iteirtiban huikuim se irta 

keise ijahteiraan masyarakat. 

Pidana peinjara me iruipakan jeinis sanksi pidana yang paling banyak 

diteitapkan dalam pe iratu iran pe iruindang-uindangan pidana se ilama ini. Dari 

seiluiruih keiteintuian KU iHP yang me imuiat deilik keijahatan yaitu i seijuimlah 587, 
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pidana pe injara te ircantu im di dalam 575 pe iruimuisan de ilik (kuirang le ibih 97,96 

%), baik diru imuiskan se icara tu inggal mau ipuin diruimuiskan se icara alte irnatif 

deingan je inis-jeinis pidana lainnya.
32

 Hal ini meimbuiktikan bahwa pidana 

peinjara masih meiru ipakan salah satu i sanksi yang meinjadi primadona ole ih 

peiru imuis u indang-uindang dalam se itiap pe iruimuisan sanksi dalam pe iratu iran 

peiru indang-uindangan de ingan harapan bahwa hal itui dapat me inimbuilkan 

eife ik peinje iraan. 

Bahkan pe ilaksanaan pidana pe injara te irce irmin dalam pe imbaharu ian 

huikuim pidana se ibagaimana yang dike imuikakan oleih Bambang Poe irnomo.
33

 

Peirtama, pidana te itap meinjadi pidana dan beirorieintasi kei deipan meilaluii 

uisaha ke i arah pe imasyarakatan, se ihingga tidak hanya se ike idar pidana 

peirampasan ke imeirde ikaan akan teitapi meinganduing u ipaya-uipaya be irsifat 

baru i yang diruimuiskan seipuiluih buitir prinsip peimasyarakatan. Ke iduia, 

peilaksanaan pidana pe injara de ingan siste im peimasyarakatan se ibagai tu ijuian 

haru is meimpeirhatikan aspe ik peirbuiatan me ilanggar hu ikuim dan aspeik 

manuisianya se ikaligu is meinuinjuikkan de ingan dasar te iori pe imidanaan, 

meinganu it asas pe ingimbangan atas pe irbu iatan dan seikaligu is meimpe irlakuikan 

narapidana se ibagai manuisia seikalipuin teilah meilanggar hu ikuim. Keitiga, 

peinge imbangan pe ilaksanaan pidana pe injara de ingan sisteim peimasyarakatan 

deingan se igala ke ileimahannya, bu ikanlah u intuik meincari jalan ke iluiar de ingan 

meinghapu is pidana pe injara dan pe irlakuian cara baru i teirhadap narapidana, 
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diseirtai te iknik dan me itodei dalam rangka pe imbaharu ian pidana yang be irsifat 

uiniveirsal. Ke ieimpat, sisteim peimasyarakatan se ibagai prose is meilibatkan 

huibuingan inte irre ilasi, inteiraksi dan inteigritas antara kompone in pe ituigas, 

peine igak hu ikuim yang meinye ileinggarakan prose is peimbinaan, dan komponein 

masyarakat be iseirta buidaya yang ada di se ikitarnya de ingan se igala pote insinya 

uintuik beirpe iran se irta me imbantu i pe imbinaan seisuiai de ingan se ipuiluih prinsip 

peimasyarakatan. Ke ilima, pe imasyarakatan se ibagai me itodei meimuinyai tata 

cara yang dire incanakan uintuik meinye ileinggarakan pe imbinaan/bimbingan 

teirte intui bagi ke ipeintingan masyarakat dan individu i narapidana yang 

beirsangku itan meilaluii uipaya-u ipaya re imisi, asimilasi, inteigrasi, cuiti pre i- 

re ileiasei treiatmeint, leipas beirsyarat, afte ir carei dan program pe indidikan, 

latihan, keite irampilan yang re ialisasinya me injadi indikator dari pe ilaksanaan 

pidana pe injara de ingan sisteim peimasyarakatan. Ke ieinam, uipaya pe imbinaan 

teirpidana, be iruipa re imisi dan cu iti, seiharu isnya dikeimbangkan le ibih e ifeiktif, 

kare ina bu ikan se ikeidar peimbe irian ke ilonggaran pidana de ingan ke imuirahan 

hati, meilainkan se ibagai indikator awal pe imbaharu ian haru is dimanfaatkan 

seide imikian ruipa agar narapidana me inyadari makna pe imbinaan me ilaluii 

sisteim peimasyarakatan. Keitu ijuih, pokok pikiran pe imbaharuian pidana 

peinjara yang dite irapkan de ingan siste im peimasyarakatan be iluim diduikuing 

oleih ke ikuiatan huikuim uindang-uindang. 

Peilaksanaan pidana pe injara dan pe irlakuian cara baru i te irhadap 

narapidana, dijalankan deingan pe imbinaan me ilaluii proseis pe inahapan baik 

proto typei duia puirposei dan proto typei muilty puirposei se ijak narapidana te ilah 
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meincapai tingkat pe ingawasan minimu im (muinimuim se icuirity).
34

 Dilihat dari 

seigi ke iamanan dan peimbinaan te irhadap narapidana di Le imbaga 

Peimasyarakatan se irta uintuik meinjaga pe ingaruih ne igatif yang dapat 

beirpe ingaru ih teirhadap narapidana lainnya maka peinting u intuik adanya 

peinggolongan narapidana. 

Pasal 12 U indang-U indang Nomor 12 Tahuin 1995 te intang 

Peimasyarakatan me ineintuikan bahwa dalam rangka pe imbinaan teirhadap 

narapidana di Le imbaga Pe imasyarakatan dilakuikan pe inggolongan atas 

dasar:
35

 

a) uimuir; 

b) jeinis keilamin; 

c) lama pidana yang dijatu ihkan; 

d) jeinis keijahatan; dan 

e) kriteiria lainnya se isuiai deingan ke ibuituihan ataui pe irkeimbangan 

peimbinaan. 

Peineimpatan se iorang tahanan pada prinsipnya jika dilihat dari aspeik 

peingamanan se ipe irti yang te ilah diseibuitkan seibeiluimnya sangatlah 

beirpe ingaru ih teirhadap privasi tahanan te irse ibuit, maka se imakin longgar 

keise impatan yang dibe irikan pada su iatui tahapan pe ingamanan biasanya 

tahanan te irse ibuit seimakin be irpeingaru ih di lingku ingan te impat 

peinahanannya. De ingan seimakin lama orang ditahan pada su iatui peinjara 

teirte intui maka akan se imakin beirpe ingaru ih di peinjara te irseibuit kare ina 
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seimakin lama se ise iorang tahanan me injadi tahanan, maka biasanya 

peingawasan te irhadap dirinya se imakin beirkuirang dan ole ih banyak tahanan 

keilonggaran pe ingawasan teirseibuit dianggap bahwa yang beirsangku itan 

cuikuip me imuinyai pe ingaru ih. Ole ih seibab itui pe ineimpatan tahanan 

beirdasarkan pe inggolongan se ibagaimana dise ibuitkan di atas peinting 

dilaku ikan uintuik me inghindari ganggu ian ke iamanan dan ke ite irtiban dalam 

lingku ingan Ru imah Tahanan (RU iTAN) dan Leimbaga Pe imasyarakatan 

(LAPAS). 

Sisteim pe imasyarakatan dan pe iratu iran standar minimuim bagi 

peirlaku ian te irhadap narapidana me inganu it filosofi pe inghu ikuiman yang 

diwarnai pe inde ikatan re ihabilitatif, yaitu i peinde ikatan yang me inganggap 

peilaku i peilanggar hu ikuim seibagai pe isakitan dan kare inanya haru is 

diseimbuihkan. Dalam hal ini hakikat peimasyarakatan se isuiai deingan 

falsafah pe imidanaan modeirn yaitu i “tre iatmeint”. Tre iatme int leibih 

meingu intuingkan bagi pe inye imbuihan pe injahat, se ihingga tu ijuian dari sanksi 

buikanlah me inghu ikuim, meilainkan me impeirlaku ikan atau i me imbina pe ilakui 

keijahatan. 

Meilaluii sisteim peimasyarakatan ini pe imbinaan yang dilaku ikan 

teirhadap narapidana le ibih beirsifat manu isiawi deingan te itap meinjuinjuing 

tinggi harkat dan martabatnya se ibagai manuisia. Peirlaku ian ini 

dimaksuidkan uintuik meineimpatkan narapidana seibagai suinje ik di dalam 

prose is peimbinaan de ingan sasaran akhir me inge imbalikan narapidana ke i 

teingah-teingah masyarakat se ibagai orang yang baik dan be irgu ina 
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(re isosialisasi). Proseis teirse ibu it salah satuinya dapat dilihat dalam uipaya 

peinggolongan narapidana seibagai ide i individuialisasi pidana dalam 

peimbinaan narapidana beirdasarkan siste im peimasyarakatan. Jadi dapatlah 

dikatakan bahwa ide i adanya pe inggolongan narapidana seibagaimana 

diteintuikan Pasal 12 UiUi No. 12 Tahuin 1995 teintang pe imasyarakatan 

adalah u intuik individuialisasi pidana yang be irtuijuian me imbina narapidana 

seisuiai de ingan karakte iristik narapidana. 

Adapu in peinggolongan narapidana se ibagaimana yang te ircantu im 

dalam Pasal 12 U iUi No 12 Tahu in 1995 me imang pe irlui, baik dilihat dari 

seigi ke iamanan dan pe imbinaan se irta me injaga pe ingaru ih ne igatif yang dapat 

beirpe ingaru ih teirhadap narapidana lainnya. Be irdasarkan pe inggolongan 

uimuir, dimaksuidkan pe ine impatan narapidana yang beirsangku itan he indaknya 

dikeilompokkan yang u isianya tidak jau ih be irbeida, misalnya lapas anak, 

lapas peimuida, lapas de iwasa. Seidangkan pe inggolongan be irdasarkan je inis 

keilamin dimaksuidkan pe ineitapan narapidana yang beirsangku itan dipisahkan 

antara lapas laki-laki dan lapas wanita. 

Peinggolongan be irdasarkan lama pidana yang dijatuihkan, te irdiri 

dari: 

(1) narapidana de ingan jangka pe inde ik, yaitu i narapidana yang 

dipidana paling lama satui tahuin; (2) narapidana deingan pidana 

jangka se idang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu i 

tahuin dan paling lama lima tahu in; dan (3) narapidana de ingan 

pidana jangka panjang, yaitui narapidana yang dipidana di atas lima 

tahuin. 

De ingan adanya pe inge ilompokkan ini maka peimbinaan yang 

dilakuikan haru is me ilihat dari se igi lamanya pidana, se ihingga pantas 

peimbina dapat me imbeirikan program pe imbinaan yang te ipat se isuiai 

deingan lama pidana yang dijalani ole ih narapidana te irse ibuit. Jeinis 



 

35 

 

keijahatan juiga me iruipakan salah satui karakte iristik idei 

individuialisasi dalam pe imbinaan narapidana. U intuik itui di dalam 

meilakuikan pe imbinaan teirhadap narapidana haru islah dipisah-

pisahkan be irdasarkan jeinis ke ijahatannya, se ipeirti narkotika, 

peincu irian, pe inipuian, peingge ilapan, pe imbu inuihan dan lain-

lain. Hal ini 

dilakuikan uintuik meinghilangkan prisonisasi atas narapidana. Seibag

aimana dike imuikakan ole ih Djisman Samosir, me imang haru is diaku ii 

bahwa di dalam pe injara teirjadi prisonisasi atas narapidana, artinya 

narapidana itui teipe ingaruih oleih nilai-nilai yang hiduip di peinjara 

seipe irti keibiasaan-ke ibiasaan dan bu idaya di pe injara te irse ibuit.
36

 

Seilanjuitnya Tongat meingatakan u ipaya ini dilakuikan atas 

peirtimbangan u intuik meimpeirke icil ke imuingkinan komuinikasi antara 

peinjahat ke ilas kakap deingan para pe injahat se imuila.
37

 Adapuin 

tuijuiannya me inceigah agar jangan te irjadi pe imaksaan pe ingaru ih dari 

narapidana yang satui teirhadap narapidana lainnya, mauipuin beintuik 

peime irasan te irleibih-leibih prisonisasi. Uintuik itui maka narapidana 

diteimpatkan dalam ru iangan yang be irbe ida-be ida se isuiai deingan je inis 

keijahatan yang me ire ika lakuikan. Be irdasarkan je inis keijahatan ini 

maka dilaku ikan pe imbinaan yang se isuiai de ingan narapidana agar 

dapat me inge imbalikan narapidana me injadi manuisia yang baik dan 

beirgu ina”. 

 

Kalau i dilihat dari Pasal 12 UiUi No. 12 Tahuin 1995 teintang 

Peimasyarakatan ini, maka narapidana diteimpatkan dan dibina beirdasarkan 

karakte iristiknya se ibagaimana diseibuitkan di atas, seihingga tu ijuian 

peimbinaan dapat te ircapai. Namu in, dalam pe ilaksanaanya, tidak se isuiai 

deingan isi Pasal 12 se ibagaimana yang te ircantu im dalam U iUi No. 12 Tahu in 

1995 teirseibuit, kare ina juimlah narapidana me ileibihi kapasitas seihingga 

peine impatan narapidana beirdasarkan u imuir, je inis ke ijahatan, dan lamanya 

pidana tidak dapat te irwuiju id. De imikian juiga dalam hal pe imbinaan 

narapidana, tidak dipisah-pisahkan antara narapidana narkotika de ingan 
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narapidana pe incuirian mauipu in yang lainnya, se ihingga be intuik dan cara 

peimbinaannya sama u intuik se iluiru ih narapidana. Hal ini dilakuikan kare ina 

diantaranya dana yang teirse idia sangat minim, juimlah peituigas yang 

meilakuikan pe imbinaan juiga te irbatas, dan pe iralatan yang te irse idia uintuik 

meilakuikan pe imbinaan juiga te irbatas. De ingan de imikian peimbinaan 

narapidana be irdasarkan Pasal 12 U iUi No. 12 Tahu in 1995 te intang 

Peimasyarakatan tidak dapat dilaksanakan, se ihingga tuijuian pe imbinaan 

seisuiai de ingan siste im pe imasyarakatan tidak dapat dilaksanakan, se ihingga 

tuijuian peimbinaan se isuiai deingan siste im peimasyarakatan tidak te irwuijuid. 

Uintuik itui pe imbinaan narapidana haru is diseisuiaikan de ingan 

karakte iristik narapidana atau i seisuiai deingan Pasal 12 UiUi No. 12 Tahu in 

1995 teintang Pe imasyarakatan. Le imbaga Pe imasyarakatan dike imbangkan/ 

ditingkatkan u intuik meinampu ing ju imlah narapidana, agar pe ineimpatan 

narapidana se isuiai de ingan isi Pasal 12 te irseibuit, seipe irti narapidana yang 

teirlibat dalam kasu is narkoba diteimpatkan pada satu i ru iangan khu isuis 

narkoba, dan narapidana pe incuirian dalam satu i ru iangan, de imikian juiga 

deingan narapidana lainnya, se ihingga tidak beircampu ir bauir. Be igitui juiga 

dalam hal peimbinaan narapidana, yakni peimbinaan narapidana khu isuis 

narkoba be irbeida de ingan pe imbinaan narapidana peincu irian, pe ingge ilapan, 

peimbu inuihan, dan lain-lain, se ihingga be intuik dan cara pe imbinaannya 

diseisu iaikan de ingan je inis keijahatan dan lamanya pidana yang dijatu ihkan. 

Hal ini dilakuikan agar peimbinaan itui beinar-beinar disadari dan dimeinge irti 

oleih narapidana se ihingga tu ijuian peimbinaan dapat teircapai. Uintuik 
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meincapai tu ijuian teirse ibuit, tidak teirleipas juiga dari ku ialitas dan kuiantitas 

peituigas Le imbaga Pe imasyarakatan, se irta pe iran se irta masyarakat/pihak 

swasta.  

Ada be ibeirapa ke iwajiban yang haru is dijalankan oleih para 

narapidana, ke iwajiban in be irtu ijuian u intuik me injadi se ibuiah bahan pe ine ilaian 

bagi Le imbaga pe imasyarakatan. Peine ilaian teirseibu it beirtuijuian uintuik 

meinge itahuii Tindakan narapidana. Ke iwajiban para Tahanan me inuiruit 

keite intuian Pasal 8 U indang-U indang Nomor 22 Tahuin 2022 adalah se ibagai 

beiriku it: 

1. meinaati pe iratuiran tata te irtib; 

2. meingiku iti seicara te irtib program pe ilayanan; 

3. meimeilihara pe irike ihiduipan yang be irsih, aman, te irtib dan damai; dan 

4. meinghormati hak asasi seitiap orang di lingku ingannya. 

1. Tujuan Pemidanaan dan Tujuan Pemasyarakatan dalam Penggolongan 

Narapidana 

Pidana pe injara dapat me ingandu ing sifat ganda yaitui seibagai sanksi 

pidana dapat dirasakan tidak e inak bagi yang te irkeina yang me inuinjuikkan 

sifat dasar yang statis, dan dalam pe ilaksanannya tuimbuih beirbagai variasi 

dalam meimasuiki falsafah pe imbinaan (treiatmeint philosophy) yang 

meinuinjuikkan sifat yang dinamis dan atau i plastis
38

. 

Peimasyarakatan adalah ke igiatan u intuik me ilakuikan pe imbinaan 

warga binaan pe imasyarakatan be irdasarkan sisteim, ke ileimbagaan, dan cara 
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peimbinaan yang me iru ipakan bagian akhir dari sisteim peimbinaan dalam 

tata pe iradilan pidana
39

. Pada Tahu in 1963, konseip pe imasyarakatan 

diajuikan ole ih meinteiri keihakiman, Sahardjo, yaitu i: 

a) singkat tuijuian peinjara ialah: peimasyarakatan, yang me ingandu ing makna 

bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi teirhadap diu ilanginya 

peirbu iatan jahat ole ih teirpidana, me ilainkan juiga orang-orang yang te ilah 

seisat diayomi dan dibe irikan be ikal hiduip, seihingga me injadi kawuila yang 

beirfae idah di dalam masyarakat Indone isia; dan 

b) pidana pe injara di samping me inimbuilkan rasa de irita pada te irpidana kare ina 

keihilangan ke imeirde ikaan beirge irak, me imbimbing agar te irpidana be irtobat, 

meindidik agar su ipaya dia meinjadi anggota masyarakat sosialisme i yang 

beirgu ina
40

. Le imbaga pe imasyarakatan adalah te impat u intuik meilaksanakan 

peimbinaan narapidana dan anak didik pe imasyarakatan
41

 

Dalam rangka pe imbinaan, le imbaga pe imasyarakatan te irdapat 

peinggolongan narapidana be irdasarkan: 

a) uimu ir; 

b) jeinis keilamin; 

c) lama pidana yang dijatu ihkan; dan 

d) kriteiria lainnya se isuiai deingan ke ibuituihan ataui peirke imbangan 

peimbinaan
42
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John Howard meimpe irjuiangkan pe irhatian te irhadap pe irlaku ian 

narapidana de ingan manuisiawi, juiga u isaha-uisaha uintuik meimbeirikan arti 

yang se ibe inarnya dari pe imidanaan adalah me imbina para narapidana agar 

seiteilah habis masa pidananya, dapat ke imbali ke i masyarakat de ingan le ibih 

baik. Peimbinaan yang dilaku ikan me ilipuiti peimbinaan fisik dan me intal, 

peindidikan uimuim, keise ihatan, dan lain se ibagainya
43

. 

Tu ijuian pe imbinaan adalah peimasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga 

hal yaitu i:
44

 

a) seiteilah ke iluiar dari le imbaga pe imasyarakatan tidak lagi me ilaku ikan 

tindak pidana; 

b) meinjadi manuisia yang beirgu ina, beirpe iran aktif dan kreiatif dan 

kre iatif dalam meimbangu in bangsa dan ne igaranya; dan 

c) mampuimeinde ikatkan diri keipada Tu ihan Yang Maha Eisa dan 

meindapatkan ke ibahagiaan di duinia mauipuin di akhirat. 

Sistim keimasyarakatan di samping be irtuijuian u intuik meinge imbalikan warga 

binaan pe imasyarakatan seibagai warga yang baik juiga be irtuijuian u intuik meilinduingi 

masyarakat te irhadap ke imuingkinan diu ilanginya keimbali tindak pidana oleih warga 

binaan pe imasyarakatan, se irta me iruipakan pe ineirapan dan bagian yang tak 

teirpisahkan dari nilai-nilai yang te irkandu ing dalam Pancasila. Prinsip-prinsip 

uintuik bimbingan dan pe imbinaan itui adalah: 

1. Orang yang te irse isat haruis di ayomi de ingan me imbeirikan be ikal hiduip 

seibagai warga yang baik dan be irgu ina bagi masyrakat. 
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2. Peinjatuihan pidana adalah buikan tindakan balas de indam dari ne igara. 

3. Rasa tobat tidak dapat di capai de ingan me inyiksa meilainkan de ingan 

bimbingan. 

4. Ne igara tidak be irhak me imbuiat se iseiorang narapidana le ibih bu iruik atau i 

leibih jahat, dari pada ia masuik kei pe injara. 

5. Seilama ke ihilangan ke imeirde ikaan be irge irak narapidana haru is di keinal ke i 

pada masyarakat dan tidak boleih diasingkan dari masyarakat. 

6. Peikeirjaan yang di be irikan pada narapidana tidak boleih be irsifat me ingisi 

waktui atau i hanya dipe iru intuikan bagi ke ipe intingan leimbaga atau i neigara 

saja pe ikeirjaan te irse ibuit haru is dituijuikan uintuik pe imbangu inan ne igara. 

7. Bimbingan dan didikan haru is beirdasarkan Pancasila. 

8. Tiap orang adalah manuisia dan haru is di peirlakuikan se ipeirti manuisia 

meiskipuin ia te ilah teirse isat tidak boleih dituijuikan pada narapidana bahwa 

itu i peinjahat. 

9. Narapidana itui hanya dijatu ihkan pidana hilang ke imeirde ikaan 

Meinyadari hal itui maka suidah seijak lama sistim keimasyarakatan, Indone isia 

leibih diteikankan pada aspeik pe imbinaan narapidana, anak didik pe imasyarakatan 

atau i kliein peimasyarakatan yang me impuinyai ciri-ciri pre ive intif, kuiratif, 

re ihabilitatif, dan e iduikatif. Me iskipuin sistim peimasyarakatan se ilama ini teilah 

dilaksanakan. Pasal 28 I ayat (1) me iruimuiskan bahwa: “Hak u intuik hiduip, hak 

uintuik tidak disiksa, hak keime irdeikaan pikiran dan hati nirani, hak beiragama, hak 

uintuik tidak dipeirbuidak, hak uintuik diakuii se ibagai pribadi di hadapan hu ikuim, dan 
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hak u intuik tidak dituintuit atas dasar hu ikuim yang be irlakui su iruit adalah hak asasi 

manuisia yang tidak dapat dikuirangi apapu in. 

Adanya pe irlinduingan konstituisional pada hak asasi manu isia (HAM) 

deingan jaminan hu ikuim bagi tu intuitan pe ineigakkannya me ilaluii prose is yang adil. 

Peirlinduingan te irhadap HAM teirse ibuit peirlui dimasyarakatkan se icara luias agar 

masyarakat me inge itahuii dan me inyadari be igitui peintingnya me iwuijuidkan 

peinghormatan dan pe irlinduingan te irhadap hak-hak asasi manu isia se ibagai ciri yang 

peinting dalam suiatui ne igara hu ikuim yang de imokratis. 

Meinuiru it Jimly Asshidiqiei, bahwa te irbe intuiknya neigara dan de imikian puila 

peinye ileinggaraannya ke ikuiasaan su iatu i ne igara tidak bole ih meingu irangi arti ataui 

makna ke ibe ibasan hak-hak asasi manu isia itui meiruipakan pilar yang sangat peinting 

dalam se itiap ne igara yang dise ibuit se ibagai Ne igara hu ikuim. Jika suiatui Ne igara, 

HAM teirabaikan atau i dilanggar se icara se ingaja dan peindeiritaan yang ditimbuilkan 

tidak dapat diatasi seicara adil, maka Ne igara yang be irsangku itan tidak dapat 

diseibuit seibagai Ne igara huikuim dalam arti yang se isuinggu ihnya.
45

 Bagi bangsa 

Indone isia ke ibeiradaan Pancasila yang me iruipakan pandangan hidu ip, keibahagiaan 

manuisia akan te ircapai jika dike imbangkan hu ibuingan yang se ilaras, se irasi dan 

seiimbang antara individui dan lingku ingannya, antara du iniawi dan Tuihan seibagai 

peincipta. Hu ibuingan te irseibuit sifatnya tidak be irsifat ne itral meilainkan dijiwai nilai-

nilai keilima sila dan Pancasila se ibagai satu i keisatuian yang bu ilat dan uituih. 

Dalam pe irjalanan se ijarah, ke itika Uindang-U indang Dasar 1945 diganti 

deingan Konstituisi Reipuiblik Indone isia Se irikat (RIS) Tahu in 1949 Uindang-Uindang 
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Dasar Se imeintara (U iUiDS) Tahuin 1950 yang pe irnah be irlaku i seilama seikitar 10 

Tahu in (1949-1959), juistruike iduia Konstituisi itui meimuiat Pasal-Pasal teintang hak 

asasi manuisia yangle ibih banyak dan leingkap dibandingkan U indang-Uindang 

Dasar 1954. Bahkan keiduia U indang-Uindang Dasar te irseibuit meindasarkan 

keite intuian-keite intuian yang be irkaitan de ingan HAM di dalamnya de ingan peirnyataan 

uimuim teintang Hak Asasi Manuisia (U inive irsal De ilcaration of Hu iman Right) yang 

muilai beirlaku i pada tanggal 10 De iseimbeir 1948.Dalam Konstituisi RIS tahuin 1949, 

peingatu iran teintang HAM teirdapat se icara te irseindiri.Pada bagian teirse ibuit teirdapat 

27 Pasal, yaitui dari Pasal 7 sampai de ingan Pasal 33.Pasal-Pasal teintang HAM 

yang isinya hampir ke iseiluiruihannya se iruipa de ingan Konstituisi RIS tahu in 1949 juiga 

teirdapat dalam U iUiDS Tahuin 1950.
46

 

Dalam U indang-Uindang Nomor 39 Tahu in 1999 te intang Hak Asasi Manu isia, 

teircantu im dalam Pasal 1 diseibuitkan bahwa: 

“Hak Asasi Manu isia (HAM) adalah se ipeirangkat hak yang me ile ikat pada 

hakikat dan ke ibeiradaan manuisia se ibagai makhlu ik Tu ihan Yang Maha E isa 

dan me iruipakan anu ige irah-Nya yang wajib dihormati, dijuinjuing tinggi, dan 

dilinduingi ole ih neigara, huikuim, peimeirintah dan seitiap orang de imi 

keihormatan se irta pe irlinduingan harkat dan martabat manuisia”. 

John Locke i meinyatakan bahwa hak asasi manu isia adalah hak-hak yang 

dibeirikan langsu ing ole ih Tu ihan Yang Maha Peincipta se ibagai hak yang 

kodrati.Ole ih kareinanya, tidak ada keikuiasaan apapu in di duinia yang dapat 

meincabu itnya.Hak ini sifatnya sangat me indasar (fu inda meintal) bagi hiduip dan 
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keihiduipan manuisia dan meiruipakan hak kodrati yang tidak bisa te irleipas dari dan 

dalam ke ihiduipan manu isia.Hakikat dari pe inghormatan dan pe irlinduingan te irhadap 

HAM ialah me injaga ke iseilamatan e iksisteinsi manuisia seicara u ituih meilaluii aksi 

keise iimbangan yaitu i keiseiimbangan antara hak dan keiwajiban, se irta keiseiimbangan 

antara ke ipeintingan pe irse iorangan dan ke ipeintingan uimuim.
47

 

Konse ip HAM meimiliki duia pe inge irtian dasar: 

1. Hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabu it, yakni hak moral yang 

beirasal dari ke imanuisiaan seitiap insan dan beirtuiju ian uintuik meinjamin 

martabat se itiap manuisia. 

2. Hak me inuiruit huikuim, yang dibu iat seisuiai de ingan prose is peimbuiatan 

huikuim dari masyarakat itui seindiri, baik seicara nasional mau ipuin 

inteirnasional. 

Dasar dari hak ini adalah peirse ituijuian orang yang dipe irintah, yaitu i 

peirse ituijuian dari para warga, yang tu induik pada hak-hak itui dan tidak hanya te irtib 

alamiah, yang me iruipakan dasar dari arti yang peirtama te irse ibuit di atas. Konse ip 

hak yang tidak dapat dikuirangi (non-de irogablei rights) dan hak yang dapat 

dikuirangi (de irogable i rights). De ingan adanya konseip te irseibuit pe iranne igara meinjadi 

sangat pe inting, yaitu i boleih atau i tidaknya ne igara meilakuikan campu ir tangan dalam 

peime inuihannya, artinya teirhadap be ibe irapa hak se icara absolu it tidak dipe irboleihkan 

adanya campuir tangan, namuin teirhadap beibe irapa hak lainnya masih 
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meimuingkinkan adanya campu ir tangan ne igara dalam batas te irte intui. Pasal 4 

Uindang-Uindang Nomor 39 tahuin 1999 teintang Hak Asasi Manu isia:
48

 

 

“Hak u intuik hiduip, hak uintuik tidak disiksa, hak keibe ibasan pribadi, pikiran 

dan hati nuirani, hak beiragama, hak u intuik tidak dipeirbuidak, hak uintuik 

diakuii se ibagai pribadi dan pe irsamaan di hadapan huikuim, dan hak u intuik 

tidak dituintuit atas dasar huikuim yang be irlakui suiru it adalah hak asasi 

manuisia yang tidak dapat dikuirangi dalam ke iadaan apapu in dan ole ih 

siapapuin”. 

Peinge irtian dari konse ip ini yaitu i hak-hak yang boleih dikuirangi atau i dibatasi 

peime inuihannya ole ih neigara. Hak-hak teirse ibuit antara lain:
49

 

1. Hak atas ke ibe ibasan be irkuimpuil seicara damai; 

2. Hak atas ke ibe ibasan beirse irikat, teirmasuik meimbeintuik dan meinjadi 

anggotase irikat buiruih; dan 

3. Hak atas ke ibe ibasan meinyatakan pe indapat atau i beire ikspre isi, teirmasu ik 

keibe ibasan me incari, me ineirima dan me imbeirikan informasi dan se igala 

macam gagasan tanpa meimpeirhatikan batas (baik meilaluii lisan ataui 

tuilisan). 

C. Tinjauan Tentang Hukuman Mati 

Masyarakat tidak te irle ipas dari pe ireinuingan atau i peiru imuisan nilai-nilai yang 

beirsifat e iseinsial dari sistim huikuim itui seindiri. Uipaya ini dilaku ikan agar dapat 

meimbeirikan solu isi dari masalah-masalah hu ikuim yang mu incuil nantinya baik itui 
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peirsoalan pe ineirapan mau ipuin peinafsiran bahasa hu ikuim dalam pe ineirapan nantinya. 

Huikuim pada intinya adalah cara orang me inangani be irbagai uiru isan dalam 

masyarakat, cara me ingatasi pe irseilisihan, hal apa saja yang dapat meimbantui 

bagaimana hu ibuingan fuingsifu ingsi te irse ibuit seicara siste imik, dan suimbeir 

keikuiasaan apa yang dimiliki. Dalam peirsoalan inilah beirbagai syste im huikuim, 

dimanapuin dan kapanpuin, se ilalui meimiliki beirbagai fu ingsi de ingan be irmacam 

Le imbaga lain yang haruis dite iliti. Neigara Indoneisia adalah ne igara hu ikuim, 

beirdasarkan Pasal 1 ayat 3 Uindang-Uindang Dasar Ne igara Re ipuiblik Indoneisia 

Tahu in 1945. Bahwa se itiap orang yang be irada di wilayah Indone isia haru is tuinduik 

pada hu ikuim yang be irlakui di Indone isia dan tidak ada se ise iorang yang dapat keibal 

teirhadap hu ikuim, dan seigala pe irbu iatan haruis didasarkan dan meimiliki 

konseikuie insi seisuiai deingan huikuim dan pe iruindang-uindangan di Ne igara Reipuiblik 

Indone isia, yang be irtuijuian me iwuijuidkan ke ihiduipan be irmasyarakat, bangsa dan 

neigara yang te irtib, seijahteira dan be irkeiadilan dalam rangka me incapai tuijuian 

Ne igara se ibagaimana diamanatkan dalam pe imbuikaan U iUiD NRI 1945.  

Salah satui tuijuian hu ikuim yaitu i meingatuir pe irgauilan hiduip manuisia se icara 

damai. Hal ini didasari kare ina dalam ke ihiduipannya, manu isia seilalui meinjalin 

huibuingan antara satu i deingan yang lain beirdasarkan sifat dan ke iinginan yang 

beirbe ida-beida, maka fu ingsi huikuim ialah me ingatuir dan me inye iimbangkan sifat dan 

keiinginan yang be irbe ida-beida itui agar hu ibuingan manuisia se inantiasa be irada dalam 

keidamaian. Pidana mati suidah dikeinal se ijak zaman dahuilui kala, dan bisa 

dikatakan se ibagai pidana yang su idah lama digu inakan se ilain pidana pe injara. Pada 

zaman pe iruindangu indangan atau i hu ikuim Nabi Muisa, de imikian juiga pada zaman 
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huikuim Yu inani, Romawi dan Je irman pidana mati teilah dike inal
50

. Di Indoneisia, 

huikuiman mati suidah dikeinal seibe iluim Indone isia meinjadi daeirah koloni Beilanda, 

walau ipuin keimuidian oleih Dae indeils, huikuiman mati yang suidah ada dalam huikuim 

adat ke imuidian dijadikan se ibagai hu ikuiman teirtuilis yang te ircantu im dalam Plakat 

teirtanggal 22 April 1808, dimana pe ingadilan dipeirke inankan me injatuihkan pidana 

beiru ipa : dibakar hiduip-hiduip pada suiatui tiang (paal), dimatikan deingan 

meinggu inakan ke iris (keirissein), dicap bakar (brand meirke in), dipuikuil (ge ieise ilein), 

dipuikuil deingan rantai, ditahan (dimasu ikkan) ke i dalam pe injawa (confine imeint) dan 

keirja paksa pada pe ikeirjaan uimuim
51

. Peirkeimbangan peimidanaan hu ikuiman mati di 

Indone isia seipatuitnya tidak teirle ipas dari struiktuir sosial buidaya masyarakat, yang 

meinyangku it peirasaan ke iadilan.  

Peirasaan ke iadilan masyarakat hiduip dan be irkeimbang me ingikuiti ke imajuian 

ilmui oe inge itahuian dan te iknologi, diseilaraskan de ingan pola pandangan ke ibijakan 

huikuim yang te iruimuis dalam pe iratu iran pe iruindangan. Me ire ika yang tidak 

meinye ituijuii huikuiman mati haruis meimiliki arguimeintasi yang kompre iheinsif, logis, 

dan dapat dipe irtanggu ingjawabkan. Mu ingkin tidak jadi soal meingganti huikuiman 

mati deingan hu ikuiman lain yang sam be iratnya. Namuin, pe irtanyaan ke imuidian 

yang haru is dijawab adalah apakah hu ikuiman mati haru is dihapuiskan, atau i masih 

akan teitap dipeirtahankan dan suisuinan sanksi pidana, diseisuiaikan me injadi sanksi 

huikuim yang be irsifat e ikseipsional dan se ileiktif di Indoneisia
52

. Di Indone isia te irdapat 

duia jeinis atu iran huikuim yang me ingatuir teintang pidana mati yakni huikuim Islam 
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dan huikuim nasional. Diantaranya dalam hu ikuim nasional adalah KU iHP yang 

meingandu ing atu iran pokok diantaranya adalah huikuiman mati. Hal ini dipeirje ilsa 

dalam BAB II KU iHP pada Pasal 10 poin a me ingeinai pidana pokok, yakni pidana. 

Ke ibeiradaan pidana mati ini se ibagai salah satui instruimeint uintuik meinimbuilkan 

eife ik jeira dan pe imbalasan di satui sisi, seimeintara di sisi lain dianggap seibagai 

pidana yang paling ke ijam dan tidak manuisiawi bahkan se icara e iktrim dianggap 

seibagai pidana yang me inye ibabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi 

manuisia, yakni hak hiduip yang me iruipakan pe irteintangan yang me inarik uintuik 

dikaji leibih jauih. Indoneisia se ibagai ne igara hu ikuim, teintui meindasarkan norma 

ancaman, pe ineirapan dan peilaksanaan hu ikuiman mati pada pe iratuiran pe iruindang-

uindangan. 
53

 

Bahkan e iksisteinsi dan ruiang lingku ip huiku iman mati yang kian lu ias masih 

dipeirtahankan di Indone isia. Hal ini beirteintangan deingan fe inomeina pe inghapuisan 

huikuiman mati di be ibe irapa ne igara. De ilik yang diancam hu ikuiman mati di 

Indone isia juistrui seimakin banyak
54

. Dalam prakte ik peiradilan, pe ingadilan suidah 

beiru ilang kali meinjatuihkan puituisan pidana mati, seipe irti pada peinye iluinduipan 

narkoba dan obat-obat teirlarang se irta pe ilakui tindak pidana teirorisme i. Tahuin 2003 

peirmohonan grasi te irhadap para te irpidana mati peinge idaran dan pe inyeiluinduip 

narkoba di Me idan dan Tange irang ditolak Pre isidein
55

. Nilai-nilai uiniveirsal teilah 

meinghe indaki adanya pe inghapu isan hu ikuiman mati seibagaimana te ircantuim dalam 
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Pasal 4 ayat 2 Inte irnational Comveinant On Civil And Political Right (ICCPR), 

yang me inyatakan bahwa tidak ada pe inge icuialian uintuik me inyimpangi hak-hak 

yang te ircantu im dalam konveinan itui seindiri yang salah satu inya yaitu i hak hiduip 

dan Indone isia teilah meiratifikasi ICCPR meilaluii Uindang-Uindang Nomor 12 

Tahu in 2005. Seibagian orang me inyatakan bahwa pidana mati su idah tidak re ileivan 

kare ina dari stu idi limiah be ibeirapa le imbaga du inia me inuinjuikkan. Bahwa pidana 

mati gagal me imbuiat je ira dan tidak e ife iktif jika dibandingkan de ingan hu ikuiman 

yang lainnya. Hasil su irveii Peirse irikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara tahuin 1998 

sampai 2002 teintang kore ilasi antara pidana mati dan ke ijahatan meinyeibuitkan 

bahwa tidak ada kore ilasi signifikan dalam e ifeik je ira
56

.  

Para ahli ju iga me indeifinisikan huikuiman mati deingan be iragam pe indapat 

yang juiga me ingiringi peindapatnya te irkait pe irlui atau i tidaknnya hu ikuiman mati 

diteirapkan. Me inuiruit Andi Hamzah pidana mati sangat dibuitu ihkan jika teirpidana 

yang te ilah beirsalah me impeirlihatkan bahwa ia adalah se iorang mahklu ik yang 

sangat be irbahaya bagi masyarakat yang be inar-beinar haru is dikeiluiarkan dari 

peirgau ilan hiduip. Peirde ibatan panjang meinge inai peimbe irlaku ian pidana mati ini 

seibe inarnya be irtitik tolak pada pe irmasalahan keiadilan, rasa ke imanuisiaan, dan 

peince igahan te irhadap ke imuingkinan timbu ilnya keijahatan ke imbali. Meilihat pada 

Uindang-Uindang Nomor 1 Tahuin 2023 Te intang Kitab Uidang- Uindang Huikuim 

Pidana (KU iHP) yang barui, huikuiman mati di Indoneisia masih dipeirluikan uintuik 

beibe irapa ke ijahatan yang dianggap ke ijahatan luiar biasa, namu in dalam hal ini 

hakim haru islah sangat hati-hati dalam me inge iluiarkan pu ituisannya. Para pihak yang 
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meinantang pe ilaksanaan huikuiman mati di Indone isia ke ibanyakan adalah peinggiat 

Hak Asasi Manu isia yang me inyatakan bahwa, pe ilaksanaan hu ikuiman mati 

muiruipakan pe ilangaran teirhadap pe irwuijuidan hak uintuik hiduip dan meiruipakan 

peirbu iatan yang ke iji dan tidak manuisiawi.  

Peirbe idaan pe imaknaan dari pidana mati te itap te irjadi, pe irbeidaan paling nyata 

yakni te irleitak pada boleih atau i tidaknya pidana mati dite irapkan ole ih ne igara. 

Teirle ipas dari itui seimuia dapat disimpuilkan bahwa huikuiman atau i pidana mati 

meiruipakan hu ikuiman yang dibe irikan oleih ne igara ke ipada me iraka yang te ilah 

meilakuikan ke ijahatan yang me inimbuilkan bahaya bagi masyarakat. Be irmacam-

macam cara pe imidanaan atau ipuin ancaman hu ikuiman yang dalam hal ini huikuim 

pidana se ibagai sarana uintuik meineigakkan hu ikuim. Pidana mati meiruipakan salah 

satui je inis cara pe ineigakan huikuim pidana yang paling kontrove irsial didu inia. Dari 

jaman Babilonia hingga saat ini, huiku iman teirse ibuit masih digu inakan seibagai salah 

satui sangsi bagi meire ika yang ditu idu ih/teirbuikti meilakuikan satu i tindak keijahatan. 

Tidak ada catatan yang pasti meinyatakan awal diguinakannya hu ikuiman mati. 

Huikuiman mati me iruipakan salah satui huikuiman teirtuia di du inia yang re ismi 

diakuii beirsamaan de ingan adanya hu ikuim teirtuilis yaitui se ijak adanya uindang-

uindang Raja Hamuirabi di Babilonia pada abad kei-18 seibe iluim mase ihi. Hingga 

Juini 2006 hanya 68 ne igara yang masih me ineirapkan hu ikuiman mati, teirmasu ik 

Indone isia dan le ibih dari seite ingah ne igara-ne igara di du inia te ilah meinghapuiskan 

huikuiman mati. Ada 88 neigara yang teilah meinghapuiskan prakte ik huikuiman mati 

uintuik seiluiru ih kateigori keijahatan, 11 ne igara me inghapu iskan hu ikuiman mati uintuik 

kate igori ke ijahatan pidana biasa, 30 ne igara me ilakuikan moratoriu im (de i facto tidak 
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meine irapkan) hu ikuiman mati dan total 129 neigara me ilaku ikan abolisi 

(pe inghapu isan) hu ikuiman mati. Hu ikuiman mati masih dilaksanakan di banyak 

neigara, te irmasuik Indoneisia. Me ingingat hu ikuiman mati meinyangku it nyawa 

manuisia, maka banyak teirjadi pro dan kontra di teingah masyarakat, namuin 

peime irintah Indone isia beirsama se ijuimlah e ileimein masyarakat yang me induikuing 

huikuiman mati te itap pada pe indirian, bahwa huikuiman mati te itap haru is 

dilaksanakan u intuik meilinduingi ke ihiduipan. 

Peimeirintah Indone isia suidah beibe irapa kali meilaksanakan e ikseikuisi huikuiman 

mati meingiku iti sisteim KUiHP pe ininggalan kolonial Be ilanda ke ipada pe ilakui tindak 

pidana teirte intui seipe irti teirorisme i, narkoba, peimbuinuihan dan peimbeirontakan. 

Huikuiman mati di Indone isia peirtama kali dilaksanakan pada tahu in 1980, peinjahat 

keilas kakap Ku isni Kasduit dijatuihi hu ikuiman mati kare ina meilakuikan pe irampokan 

dan pe imbuinu ihan. 

Be irdasarkan data-data yang dihimpuin oleih Keijaksaan Agu ing se ilama kuiruin 

waktui 1945 sampai 2015, orang yang me injalani pidana mati te irnyata hanya 

seidikit. Ada 303 orang yang dijatu ihi pidana mati, te irnyata hanya 91 orang yang 

teilah dieikseikuisi seilama kuiruin waktu i 70 tahuin. Dalam keihiduipan be irbangsa dan 

beirne igara yang mode irn, seimuila huikuim dibeintuik ataui dibu iat oleih suiatui badan 

leigislatif, de ingan mate iri yang digali, dari ke ihiduipan masyarakat yang riil, uintuik 

dipositifkan seibagai atuiran-atuiran te irtuilis deimi teirjaganya ke ipastian. Seihingga 
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huikuim pidana dipakai u intuik meine igakkan norma- norma yang dike ihe indaki oleih 

huikuim dan pe iruindang u indangan.
57

 

Huikuim pidana adalah huikuim sanksi yang be irtuijuian uintuik meingontrol 

peirilaku i yang me inyimpang, walau iuipuin tidak seitiap sanksi dapat be irjalan seisuiai 

deingan tu ijuiannya. Pe ilanggaran hu ikuim pidana, meiruipakan su iatui tingkah laku i 

manuisia yang dite intuikan oleih sikapnya dalam meinghadapi su iatui situiasi teirte intui, 

dan sikap itu i beirdasarkan suiatui ke isadaran su ibjeiktif, akan nilai dan norma dalam 

masyarakat atau i keilompok yang dite irima oleih seitiap individui dari keibuidayaan 

seikitarnya, se ihingga suiatui ke ijahatan te irjadi diseibabkan ole ih suiatui konflik 

keibuidayaan, su ikui, ras, agama, atau i peingaru ih keimiskinan dan ke imakmuiran, 

peingaru ih meiss meidia, ataui diseibabkan te irbatasnya ke iseimpatan uintuik meincapai 

tuijuian.
58

  

Tu ijuian dari pidana be irat atau i pidana mati adalah u intuik meilinduingi 

keipe intingan u imuim dalam masyarakat yang dibahayakan ole ih pe injahat yang 

suidah tidak bisa dipe irbaiki lagi. Akan te itapi, akibat yang ditimbuilkan dari pidana 

peinjara yang be irat tidak jarang me ingakibatkan ke imatian ide intitas pribadi manuisia 

dan pe indeiritaan manu isia uintuik seiuimuir hiduip, bahkan se iring kali me incari jalan 

keiluiar u intuik leibih baik mati seipe irti yang dilakuikan ole ih peilarian-peilarian, 

seidangkan pidana mati meimang bu ikanlah pidana ringan.
59
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Seihuibu ingan de ingan tuijuian hu ikuim pidana modeirn yang dalam aliran ini 

meingandu ing aspe ik- aspeik ilmui pe inge itahu ian tidak hanya be irsifat normativei saja, 

dan dalam hu ibuingannya de ingan sila-sila yang te irsuirat didalam ruimuisan 

Pancasila, maka pe irluinya pidana mati haru is ditarik garis “ke imanfaatan” bagi 

keipe intingan u imuim se irta masyarakat le ibih dahuilui dan baru ilah ke imuidian bagi 

keipe intingan individui, di mana keiduia pola keipe intingan itui komposisi 

peime inuihannya tidak muidah apabila ke iduia keipeintingan itu i beirsama- sama 

meimeirluikan jaminan seikaligu is. Jika seisuiai deingan ke iadaan pe iristiwa yang 

konkrit dan me inuiruit keipeintingannya akan le ibih beirmanfaat bagi ke ipe intingan 

individui daripada ke ipe intingan u imuim atau i masyarakat u intuik tidak meimilih pidana 

mati, maka dapat dipu ituiskan uintuik meinjatuihkan pidana je inis lain.
60

 

Peirsoalan me inge inai Pidana Mati muincu il keitika dikatakan bahwa pidana 

mati meiruipakan pe ilanggaran hak dasar manu isia, yakni hak u intuik hiduip yang 

seibe inarnya su idah dijamin dalam Uindang-uindang Dasar 1945 pasal 28A yang 

meinyatakan bahwa: “se itiap orang be irhak uintuik hiduip seirta be irhak 

meimpeirtahankan hidu ip dan ke ihiduipannya”. Se ihuibuingan de ingan hal yang te ilah 

diseibuitkan diatas Roling ju iga me ingu ingkapkan pe indapatnya, ia be irpe indapat 

bahwa pidana mati juistrui meimpuinyai daya de istruiktif, yaitu i apabila Neigara tidak 

meinghormati nyawa manuisia dan me inganggap te ipat uintuik de ingan te inang 

meileinyapkan nyawa se iseiorang, maka ada ke imuingkinan be isar dan akan be irkuirang 

puilalah hormat orang pada nyawa manu isia. Di samping itu i, masih ada lagi su iatui 
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bahaya yaitu i bahwa peirbuiatan me imbuinuih oleih Neigara itu i akan meimancing-

mancing su iatui pe inyu isuilan puila teirhadapnya.
61

 

Be irbe ida peindapat de ingan Roling, Oe imar Seinoadji juistrui pro teirhadap di 

beirlaku ikannya pidana mati, ia be irpe indapat bahwa se ilama Ne igara kita masih 

meine igu ihkan diri, masih beirgu ilat deingan ke ihiduipan seindiri yang te irancam oleih 

bahaya, se ilama tata te irtib masyarakat dikacau ikan dan dibahayakan ole ih anasir-

anasir yang tidak me inge inal pe irikeimanuisiaan, ia masih meimeirlu ikan pidana mati.
62

 

Seijalan deingan pe indapat Oeimar Seinoadji, Lombroso dan Garofalo be irpe indapat 

bahwa pidana mati itui adalah alat yang muitlak haru is ada pada masyarakat uintuik 

meileinyapkan individu i yang tidak mu ingkin dapat dipe irbaiki lagi. Pidana mati 

adalah su iatui uipaya yang radikal u intuik meiniadakan orang-orang yang   tidak dapat 

dipeirbaiki lagi, dan de ingan adanya pidana mati ini maka hilanglah pu ila ke iwajiban 

uintuik meime ilihara me ireika dalam pe injara-peinjara yang de imikian beisarnya. 

Probleimatika di Indone isia saat ini meinge inai peinjatuihan pidana mati banyak 

meinuiai kontroveirsi baik itui yang se ituijui mauipuin yang tidak se ituijui. Keibanyakan 

manuisia di duinia ini meinolak adanya pidana mati baik itui di Indone isia seindiri 

mauipuin di du inia. 

Peinjatu ihan pidana mati sangat be irteintangan deingan be ibeirapa uindang-

uindang di Indone isia. Se ipeirti dalam u indang-uindang nomor 39 tahu in 1999 salah 

satuinya adalah hak u intuik hiduip dimana meiru ipakan suiatui hak muitlak se itiap orang 

dan te irmasuik dalam kateigori non-de irogable i rights yaitu i hak yang tidak dapat 

                                                 
61

Andi hamzah, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu Kini Dan Masa depan: Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.36. 
62

Ibid 



 

54 

 

dikuirangi.
63

 Hak u intuik hiduip ini meilipuiti hak uintuik hiduip, meimpe irtahankan 

hiduip dan meiningkatkan taraf hidu ipnya, te irmasu ik hak atas hiduip yang teintram, 

aman, damai bahagia, seijahte ira lahir dan batin seirta hak atas lingku ingan yang 

baik dan se ihat. 

Pidana mati juiga be irteintangan de ingan U indang-Uindang Dasar 1945 yang 

mana se ijak tahuin 2000, seijak pe iruibahan ke iduia teirhadap U iU iD 1945, huikuiman 

mati tidak lagi meimiliki ruiang dalam konstituisi Reipuiblik Indone isia. De ingan 

disahkannya Bab XA te intang Hak Asasi Manu isia, teirmasuik di dalamnya Pasal 28 

I Ayat (1), se ibagai bagian dari konstituisi Reipuiblik Indone isia, hu ikuiman mati 

seiharu isnya te ilah meinjadi bagian dari se ijarah Re ipuiblik ini. Abduil Hakim Garu ida 

Nuisantara
64

. Hu ikuiman mati suidah pe irlaya ia su ida gu igu ir, ia ibarat hu ikuim tanpa 

suikma kare ina huikuiman mati tidak lagi meimiliki landasan konstituisional. 

Seidangkan dari se igi filosofi pe imidanaan di Indoneisia dimana bangsa Indoneisia 

yang me injuinjng tinggi hak asasi manu isia, teirmasuik di dalamnya adalah hak-hak 

para te irpidana. Be irkaitan deingan hak-hak teirpidana, timbuil peimikiran-peimikiran 

baru i meinge inai fuingsi peimidanaan yang tidak lagi se ikeidar me ineikankan pada 

aspe ik peimbalasan (re itribuitivei), teitapi juiga me iruipakan su iatui u isaha re ihabilitasi dan 

re iinteigrasi sosial bagi pe ilakui tindak pidana. 

Sisteim pe imidanaan yang sangat me ineikankan u insuire i “balas de indam” se icara 

beirangsu ir-angsu ir dipandang se ibagai su iatui sisteim dan sarana yang tidak seijalan 

deingan konse ip reihabilitasi dan re iinteigrasi sosial. Konseip ini beirtuijuian agar 
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narapidana me inyadari keisalahannya, tidak lagi beirke iheindak u intuik meilakuikan 

tindak pidana dan ke imbali meinjadi warga masyarakat yang be irtanggu ing jawab 

bagi diri, ke iluiarga, dan lingkuingannya. E ifeik jeira huiku iman mati teirse ibuit 

meiruipakan faktor peinting dalam me inye ibabkan orang me ingu iruingkan niatnya 

uintuik meilaku ikan tindak pidana.  

Hal ini pada gilirannya akan me inuiruinkan ju imlah tindak pidana te irkait. 

Seicara logika argu imeint ini masuik akal, namu in teirdapat data statistic (e impiris) dan 

riseit yang se icara me iyakinkan me induikuing ke isimpuilan te irseibu it. Walauipuin disadari 

bahwa me iningkatnya juimlah tindak pidana ke ijahatan tidak dapat dilihat se imata-

mata dari satui faktor saa, namuin uintu ik meinyimpuilkan bahwa ancaman huikuiman 

mati buikanlah faktor u itama dan bu ikan me iruipakan indispeinsable i factor (faktor 

yang tidak te irgantikan) di dalam u ipaya me ingu irangi tindak pidana narkotika dan 

psikotropika atauipuin tindak pidana lainnya. Se ilain itui, tidak teirdapat buikti bahwa 

ancaman hu ikuiman mati meinimbuilkan e ifeik je ira yang se icara signifikan le ibih tinggi 

dibandingkan de ingan e ife ik jeira hu ikuiman pidana pe injara lainnya, misalnya 

huikuiman pe injara se iuimuir hiduip. Uintuik meine irapkan huikuiman yang sangat be irat 

seipe irti huiku iman mati yang pe ilaksanaannya beirsifat irre iveirsible i (tidak dapat 

dikeimbalikan ke ipada ke iadaan se imuila), pe imbeirlakuiannya haru is didasarkan pada 

data dan rise it yang meindalam. Tidaklah beirtanggu ing jawab uintuik 

meimpeirtahankan hu ikuiman mati de ingan me indasarkannya pada spe ikuilasi seimata.  

Ke itiadaan data dan rise it yang me induikuing te intang e ife iktivitas pidana mati 

(dalam me ingu irangi tindak pidana me ilaluii eife ik jeira yang ditimbuilkannya) dan 

irre iveirsibilitas huikuiman mati me iruipakan alasan yang sangat ku iat uintuik 
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meinghapu is huikuiman mati. Salah satu i se ibab hu ikuiman mati dihapu iskan dibeirbagai 

neigara di du inia adalah ke inyataan bahwa hu ikuiman mati dianggap me iruipakan 

suiatui be intuik hu ikuiman atau i peirlaku ian yang ke ijam, tidak manuisiawi dan 

meire indahkan martabat manuisia. Di Indone isia, huikuiman mati masih diancamkan 

uintuik seijuimlah ke ijahatan, te irmasu ik pe imbuinuihan be ire incana, narkoba, dan 

teirorisme i. Pada 2007 peirnah ada u iji mateiri atas huikuiman mati pada UiUi No 22 

Tahu in 1997 teintang Narkotika beibe irapa tahu in lalui. 

Hukuman mati dijatuhkan kepada narapidana yang memiliki kasus berat di 

setiap Negara yang memtuskan apakah narapidana layak di hukum mati atau 

tidak. Namun di Indonesia, presiden adalah pihak yang memiliki kewenangan 

untuk memutuskan hukuman mati. Presiden dapat memberikan grasi atau 

mengubah hukuman mati menjadi hukuman lain yang lebih ringan. Prosesnya 

dimulai dengan pengajuan permohonan grasi oleh terpidana mati atau pihak yang 

berkepentingan kepada presiden. 

Sebelum presiden membuat keputusan, biasanya ada proses peninjauan oleh 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang memberikan rekomendasi 

kepada presiden. Presiden kemudian bisa memutuskan untuk mengabulkan grasi, 

menolaknya, atau mengubah hukuman mati menjadi hukuman lain yang sesuai 

dengan kebijakan hukuman yang berlaku. Keputusan presiden dalam hal hukuman 

mati merupakan wewenang tertinggi di tingkat eksekutif dalam sistem hukum di 

Indonesia. 
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BAB III 

IMPLIKASI YURIDIS PENGATURAN MASA PERCOBAAN 

HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 

2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA 

 

A. Penerapan Pasal 100 KUHP Terhadap Terpidana Mati 

Eiksisteinsi huikuiman mati di Indone isia seicara yu iridis-historis diatuir dalam 

KUiHP, seibagai warisan dari Ne ige iri Be ilanda deingan dinamai We itboeik van 

Strafre icht (WvS). Akan teitapi di neigara Be ilanda seidiri seibagai pe inceituis akan 

adanya hu ikuiman mati di Indone isia, pada tahu in 1870 suidah ditiadakan, te irkeicu iali 

teirhadap tindak pidana yang be irsifat meingganggu i stabilitas neigara dan ke iteirtiban 

masyarakat, se ipe irti dalam ke iadaan pe irang. Maka akan dike inakan hu ikuiman 

mati
65

. Seicara yu iridis formal huikuim pidana mati di Indone isia teirmu iat di dalam 

Pasal 10 KU iHP diseibuitkan, pidana mati me iruipakan je inis pidana pokok dan 

diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling te irbeirat
66

. Kare ina awal muila 

adanya sanksi pidana mati ini dilakuikan oleih se iorang agojo diteimpat gantuingan 

deingan me injeiratkan tali yang te irikat ditiang gantuingan pada le iheir teirpidana 

keimuidian me injatuihkan papan te impat teirpidana mati be irdiri, se ibagaimana 

dijeilaskan di dalam Pasal 11 KUiHP. Namuin peilaksanaan pidana mati beiru ibah 

seiteilah dike iluiarkannya Peineitapan Pre isidein Nomor 2 Tahu in 1964 teintang Tata 

Cara Pe ilaksanaan Pidana Mati Yang Dijatu ihkan Oleih Pe ingadilan di Lingkuingan 

Peiradilan U imuim Dan Peiradilan Militeir. Bahwa peilaksanaan strafmodu is pidana 

mati yaitu i deingan cara diteimbak sampai mati ole ih re igu i peineimbak. 
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Meinu iru it data yang dihimpuin oleih Amne isty Inte irnasional, pada tahu in 2020 

yang di vonis hu ikuiman mati seibanyak 117 pe irkara, tahu in 2021 se ibanyak 114 

peirkara dan ke ijahatan yang te irbanyak dijatuihi huikuiman mati u intuik peirkara 

narkotika, ke iduianya peirkara pe imbuinuihan dan ke itiga pe irkara te irorismei 

(https://www.amne isty.id/). Namu in de ingan data te irse ibuit dalam pe ilaksanaan 

eikse ikuisinya di Indone isia masih meinyisahkan pe irsoalan, te irmasuik peirbu iatan ini 

sangat be irteintangan de ingan Hak Asasi Manuisia (HAM). Kare ina Indone isia teilah 

meingaku ii eiksisteimsi HAM seibagaimana dije ilaskan di dalam Uindang-uindang 

Nomor 39 Tahu in 1999 teintang Hak Asasi Manu isia. Te irleibih juiga de isakan dari 

duinia Inte irnasioanal sangat ku iat dan meingkritik akan adanya hu ikuiman mati ini, 

teirmasu ik anjuiran Pe irseirikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Atas se igala pe irtimbangan 

hal itui, huiku im pidana ati muilai dibahas dan dipeirtimbangkan uintuik meincari 

soluisi alteirnatifnya
67

. Oleih kare ina itui di dalam peimbahasan RUiU i KUiHP, bahwa 

Indone isia meimiliki gagasan te intang ‘Indone isian way’, yang me imposisikann 

huikuim pidana mati seibagai jalan te irakhir dan sanksi pidana pokok. 

De ingan adanya konse ip Indone isian way, yaitu i pidana mati teirhadap 

seise iorang yang dijatu ihi huikuiman mati akan dibe irikan masa pe ircobaan se ilama 10 

(se ipuiluih) tahu in. Jika teirpidana me inuinjuikkan arah be irpe irilakui yang baik, 

keimuidian mu incu il rasa meinye isal maka hu ikuimannya dapat diu ibah me injadi seiuimuir 

hiduip ataui leibih ringan dari huiku iman seibe iluimnya. Ke imuidian gagasan ini 

diseibuitkan di dalam Uindang-Uindang Re ipuiblik Indoneisia Nomor 1 Tahu in 2023 

teintang Kitab U indang-U indang Hu ikuim Pidana yang te ilah disahkan pada tanggal 6 
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De iseimbeir 2022 meinjadi uindang- u indang yang meinggantikan KU iHP buiatan 

Hindia Be ilanda yang su idah digu inakan se ilama kuirang le ibih 104 (seiratu is eimpat) 

tahuin. Namuin UiUi KUiHP teirseibuit, bisa dipeirgu inakan ke ilak seiteilah 3 (tiga) tahuin 

disahkannya me injadi u indang-uindang atau i leibih teipatnya pada tahu in 2026. 

De ingan hal ini hu ikuim pidana mati akan dikate igorikan se ibagai hu ikuim pidana 

khuisuis ataui dise ibuitnya deingan hu ikuim pidana mati beirsyarat. 

De ingan adanya pe iruibahan dan pe imbaharu ian huikuim pidana Indone isia, 

teintuinya me injadi keibanggaan nasional teilah meimiliki KUiHP Nasional karya 

seindiri, seicara alasan sosiologis uintuik beirse indikan sisteim nilai nasional yang ada 

di Indone isia dan alasan praktisnya Bahasa yang digu inakan me inggu inakan Bahasa 

Indone isia asli
68

. Seilain itui deingan adanya U iU i KU iHP seibagai wu ijuid nyata 

teirhadap jati diri masyarakat Indone isia yang seisuinggu ihnya dan be irlandaskan 

Pancasila atau i diseibuit Fivei Gu iiding Principleis). 

Atas uipaya pe imbaharuian teirseibuit, yang me injadi peirsoalan keilak UiUi 

KUiHP ini teilah be irlakui. Salah satuinya be irke inaan deingan hu ikuim pidana 

mati beirsyarat, se ibagaimana diteigaskan di dalam Pasal 67 UiUi KUiHP 

bahwa : “Pidana yang be irsifat khuisuis seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 

64 hu iru if c me iru ipakan pidana mati yang se ilalui diancamkan se icara 

alteirnatif”. 

 

Tu ijuian pidana mati dapat dilakuikan se icara alte irnatif, hal ini sanksi yang 

dibeirikan ke ipada te irpidana ada du ia ke imuingkinan yaitu i “pidana mati’ atau i “pidana 

mati beirsyarat”. Dalam hal ini pidana mati buikan lagi me injadi pidana pokok, 

teirke icuiali be irdasarkan UiU i KUiHP Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat 

dilaksanakan se iteilah pe irmohonan grasi bagi teirpidana ditolak Preisidein dan pidana 
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mati beirsyarat ini keilak dibeirikan se iteilah beirke ilakuian baik deingan masa 

peircobaan se ilama 10 (se ipuiluih) tahu in. Ole ih kare ina itui di dalam U iUi KU iHP Pasal 

100 ayat (1), bahwa me ijeilis hakim dalam me injatuihkan pidana mati de ingan masa 

peircobaan se ilama 10 (se ipuiluih) tahuin apabila te irdakwa me imiliki: 

a) Rasa pe inye isalan te irdakwa dan ada harapan u intuik meimpeirbaiki diri; atau i 

b) Peiran te irdakwa dalam tindak pidana. 

Atas peinye isalan teirse ibuit, deingan dibe irikan pidana mati beirsyarat haru is di 

cantu imkan di dalam pu ituisan pe ingadian, se isuiai ayat (2). Se ilanjuitnya ayat (3) 

meine irangkan bahwa ke itika nanti dibe irikan pu ituisan pidana mati be irsyarat deingan 

masa pe ircobaan 10 (se ipuiluih) dimuilai 1 (satui) hari se iteilah puituisan peingadilan 

meimpeirole ih keikuiatan huikuim teitap. Seilanjuitnya ayat (4) de ingan dibe irikan masa 

peircobaan te irse ibuit, keimuidian dari te irpidana me inuinjuikkan sikap dan pe irbuiatan 

yang te irpuiji, maka pidana mati dapat diu ibah meinjadi pidana pe injara se iuimuir 

hiduip. 

De ingan pe injeilasan te irhadap hu ikuim pidana mati beirsyarat yang ada di 

dalam UiU i KUiHP, hal ini keitika teirpidana dijatuihi huikuiman mati pasti suidah 

seilayaknya akan se iseiorang yang di vonis teirse ibuit akan beirke ilakuian baik, kare ina 

ini seisuiai tuijuian dari sisteim pe imasyarakatan yang meilakuikan pe imbinaan keipada 

warga binaan yang be irlandaskan Pancasila, de ingan dilakuikan pe imbinaan seibagai 

wuijuid dalam me iningkatkan ku ialitas Warga Binaan agar me inyadari ke isalahan dan 

dapat me impeirbaiki diri yang le ibih baik. 

Hal ini deingan dibe irikan huiku iman pidana mati, maka maka te irpidana akan 

beirsiap-siap diri meinghadapi keimatiannya, mu ilai dari meimpeirbaiki diri deingan 
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cara be irtauibat, leibih banyak me inde ikati diri keipada Allah SWT dan meiminta 

siraman rohani atau i nasihat dari pe imuika agama yang ada di dalam le imbaga 

peimasyrakatan. Contoh hal pe irnah te irjadi pada kasuis Fre iddy Bu idiman dikeinal 

seibagai ge imbong narkoba ke ilas kakap yang divonis pidana mati Fre iddy dan 

bahkan ke itika meingadu ikan Peininjau ian Ke imbali (PK), Fre idy me imbacakan suirat 

peirnyataan tau ibat nasuiha di Peingadilan Ne ige iri Cilacap, dalam pe irnyataannya, 

Fre iddy be irharap me ilaluii suirat te irseibuit bisa me ingabu ilkan PK yang diaju ikannya 

(https://www.meirdeika.com). 

Be irbe ida halnya de ingan kasuisnya Fe irdy Sambo dalam tingkat pe irtama dan 

tingkat banding yang sama-sama di vonis hu ikuiman mati. Maka kasu is ini ke ilak 

10 (seipuiluih) tahuin deingan masa pe ircobaan akan meindapatkan pidana mati 

beirsyarat, seibagaimana dijeilaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) U iU i KUiHP bahwa 

“pidana mati dapat diuibah meinjadi pidana peinjara se iu imuir hiduip deingan 

Ke ipuituisan Pre isidein se iteilah me indapatkan pe irtimbangan Mahkamah Agu ing”. 

Seigala peirtimbangan itui dibeirikan be irdasarkan Pasal 28 ayat (1) huiru if c Uindang-

Uindang Nomor 14 Tahuin 1985 teintang Mahkamah Agu ing (“U iUi MA”) yang 

beirbu inyi: 

1. Mahkamah Agu ing be irtuigas dan be irwe inang me imeiriksa dan me imuituis: 

a) peirmohonan kasasi; 

b) seingke ita teintang ke iweinangan me ingadili; dan 

c) peirmohonan pe ininjauian ke imbali puituisan Peingadilan yang te ilah 

meimpeirole ih keikuiatan hu ikuim teitap. 

https://www.merdeka.com/
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Dalam peinje ilasan teirseibuit, apa yang dimaksuid deingan “me indapatkan 

peirtimbangan Mahkamah Agu ing” ini, masih meinyisahkan peirsoalan. Kare ina 

beintuik pe irtimbangan mahkamah agu ing ini, u intuik meiruibah pidana mati me injari 

seiuimuir hiduip atau i 20 (duia puiluih) tahuin ini. Meinuinggu i prose is dan tahapan ini 

teintui akan buituih waktui lama. Kare ina be irdasarkan U iU i MA, bahwa 

keiwe inangan Mahkamah Agu ing itu i hanya be irke inaan de ingan tiga point diatas. 

Oleih kare inanya pe irsoalan pe iruibahan hu ikuiman mati ini, se ibeituilnya bisa 

diuipayakan pada saat pe irsidangan be irlangsu ing dan dise isuiaikan de ingan fakta 

peirsidangan yang se ibe inarnya. Se ihingga Maje ilis Hakim keilak meimbeirikan 

peirtimbangan se isuiai huikuim positif yang ada, apakah dihuihuikuim mati, seiuimuir 

hiduip atau i be ibeie irapa tahuin. 

Oleih kare inanya, pe imbeirian sanksi pidana mati beirsyarat ini hanya 

diuitamakan be irfoku is pada alasan non yu iridis, dibandingkan pe irtimbangan 

sacara yu iridis, yang se iharu is meinjadi yang alasan uitama dalam me imbeirikan 

peirimbangan pe iruibahan huikuimannya. Kare ina tindak pidana yang dapat 

dibeirikan sanksi pidana yakni pe ire idaran narkotika, te irorismei, koru ipsi, dan 

peimbuinuihan be ire incana. Teintuinya ini me imiliki dampak luiar biasa u intuik ne igara 

dan masyarakat ke itika huikuimannya diringankan deingan alasan non yuiridis 

teirse ibuit, maka akan be irdampak bu iruik teirhadap hu ikuim itui se indiri. 

De ingan de imikian seibaiknya se ijak pe imeiriksaan pokok pe irkara pada tahap 

peingadilan pe irtama atau i tahap u ipaya hu ikuim lainnya su idah dibe irikan sanksi 

pidana yang je ilas dan meimbe irikan keipastian huikuim, apakah dibeirikan pidana 

mati ataui pidana se iuimuir hiduip. Deingan de imikian peimbeirian hu ikuiman pidana 
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mati ini dapat dilakuikan atas dasar ke iteilitian dan keihati-hatian. Hal ini seijalan 

deingan pe indapat ole ih He irmann Mostar, se iorang peinuilis be irkeibangsaan je irman 

meinde iskripsikan, bahwa pe ingadilan jangan sampai me injadi teimpat leigal 

meimbuinuih orang, maksuidnya dalam meime irikan huikuim pidana mati dapat 

dilakuikan se icara se ile iktif yang be irkeiadilan, ke ipastian dan ke imanfaatan.
69

 

Peimbeirian pidana mati beisyarat dihu ibuingkan deingan asas ke ipastian 

huikuim Sanksi pidana dibeirikan tidak lain u intuik meince igah adanya ke ijahatan 

dan uintuik meimbeiri ganjaran se itimpal pada peilakui keijahatan
70

. Salah satuinya 

beirke inaan de ingan huikuiman pidana mati yang meingalami pe iruibahan, se imeinjak 

adanya KU iHP, keimuidian pada pe imbahasan di dalam Rancangan U indang-

uindang Kitab Hu ikuim Pidana (RU iUi KUiHP) de ingan ru imuisan awalnya pada 

tahuin 1971/1972 sampai tahuin 1980, uintuik konseip huikuim pidana mati masih 

dikateigorikan se ibagai pidana pokok.  

Seilanjuitnya pada tahu in 1964, konseip RUiU i KUiHP meiru imuiskannya pidana 

mati seibagai pe inge icuilian dan pada tahu in 1964 beiru ibah ruimuisannya me injadi 

pidana pokok yang be irsifat khu isuis. Pada akhirnya ru imuisan pada tahuin 

1983/19834 sampai deingan konseip RUiUi KU iHP pada tahu in 2015 dan samapi 

disahkannya U iU i KUiHP uintuik pidana mati tidak lagi se ibagai pidana pokok. 

De ingan diatu irnya pidana mati seibagai pidana khuisuis, bahwa akan dibe irikan 

pidana mati beirsyarat atas puituisan majeilis hakim meinjatuihkan pidana mati 
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deingan masa pe ircobaan seilama 10 (se ipu iluih) tahu in dan te irhadap tindak pidana 

teirte intui. 

De ingan masa pe ircobaan te irseibuit, teirdakwa akan dilihat 

peirke imbangannya se ilama di dalam le imbaga pe imasyarakatan te irdap du ia hal, 

yaitu i apakah te irpidana meingaku ii dan meinye isali peirbuiatannya dan te irpidana 

meimiliki harapan u intuik dapat be iru ibah meinjadi leibih baik. De ingan de imikian, 

keitika alasan itui dijadikan ruijuikan u intuik teirpidana dalam me imbuiat ke ipuituisan 

dibeirikannya pidana mati beirsyarat de ingan adanya Ke ipuitu isan Pre isidein se iteilah 

meindapatkan pe irtimbangan dari Mahkamah Agu ing. Hal ini uintuik meimbeirikan 

seibuiah ke ipastian hu ikuim dalam pe ingatu iran pidana mati masih me injadi 

peirsoalan dan masih meinjadi peirde ibatan yang sangat seiriu is Widayat, (2016). 

Seibagaimana dije ilaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) UiUi KU iHP “Jika teirpidana 

seilama masa pe ircobaan seibagaimana dimaksu id pada ayat (1) me inuinjuikkan 

sikap dan peirbu iatan yang te irpuiji, pidana mati dapat diu ibah meinjadi pidana 

peinjara se iuimuir hiduip deingan Ke ipuituisan Preisidein seite ilah meindapatkan 

peirtimbangan Mahkamah Agu ing”. 

Dari pasal te irseibuit, apabila diteilaah teirdapat frasa “dapat”, se ibuiah frasa 

ini ada se ibuiah pe inafsiran yang lu ias. Hal ini akan me imbeirikan se ibuiah 

keise impatan teirhadap pe imbeirian pidana mati beirsyarat yang tidak meimbe irikan 

keipastian hu ikuim. Kare ina, tidak ada batas waktu i dalam me inuinggu i keipuituisan 

pre isidein atas dapat diruibah atau i tidaknya hu ikuiman uintuik teirdakwa. Te irleibih 

peimbe irlakuikan pidana beirsyarat digantuingkan deingan adanya Ke ipuituisan 

Preisidein. Hal ini me injadi pe irsoalan, kare ina masa jabatan Pre isidein dalam 
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peimbe irian pe iruibahan statuis huiku iman mati me injadi pe injara se iuimuir hiduip 

teirbatas, yang be irganti seitiap 5 (lima) tahu in seikali atauipuin 10 (se ipuiluih) tahuin 

jika ke imbali beirku iasa, ke imuidian ke itika dibeirikan keipuituisannya, hal ini apabila 

peirgantian pre iside in akan meinjadi keipuituisan politiknya dan bu ikan beirdasarkan 

keipuituisan yang be irlandaskan huiku im. 

De ingan de imikian. masa peircobaan dan meinuinggu i keipuituisan dari 

pre isidein, keimuingkinan dampak buiruiknya akan meinimbu ilkan adanya pidana 

peinjara te irseiluibuing dan ada pe iranan yang tidak peinting dalam tindak pidana 

dapat dijatu ihi pidana mati Atas adanya pidana mati be irsyarat te irse ibuit, yang 

meinjadi kei khawatiran keide ipannya yaitu i adanya keise iweinangan pe imangku i 

jabatan te irhadap pe inuiruinan atau i peiruibahan sanksi pidana mati ini, bisa 

meinjadi pe irluiang: 

1. Timbu il pote insi koruipsi dari pihak te irpidana keipada Ke ipala Lapas, Kei 

Mahkamah Agu ing se ibagai pe imbeiri re ikomeindasi ke ipada bapak Pre isidein 

dan Ke ijaksaan Agu ing se ibagai pe ilaksanaan hu ikuiman pidana mati; 

2. Akan me injadi keiseimpatan diplomasi antara ne igara asing dan Indone isia, 

yang warga ne igaranya teiramcam sanksi pidana mati uintuik dituiruinkan 

huikuimannya me injadi seiuimuir hiduip dan pasti neigara lain me inginginkan 

warga ne igaranya be ibas dari ancaman hu ikuiman teirseibu it; 

3. Sisteim yang te irlalui be irjeilimeit, kare ina uintuik meimbeirikan masa pe ircobaan 

ini. Muilai dari pu ituisan majeilis hakim haruis meincantu imkan pidana 

peircobaan se ilama 10 (se ipuiluih) tahuin dalam pu ituisannya, ke imuidian Lapas 

seibagai pe imbina warga binaanya akan me inilai teirpidana ini be irkeilakuian 
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atau i tidak, seilanjuitnya pihak teirpidana me ingaju ikan pidana be irsyarat oleih 

Mahkamah Agu ing akan di nilai dan dipe irtimbangkan, atas pe irtimbangan 

Mahkamah Agu ing dibe irikan keipada Pre isidein dan Preisidein meinge iluiarkan 

keipuitu isan u intuik teirpidana ini dibeirikan hu ikuiman pidana be irsyarat. 

De ingan de imikian, peimbeirian sanksi pidana beirsyarat dapat 

dibeirikan ke itika teilah teirpe inuihinya syarat-syarat pe imidanaanya. Dalam 

hal ini pidana mati ke itika su idah tidak me injadi pidana pokok di dalam U iUi 

KUiHP, maka dibu ituihkan pe irtimbangan dan keiyakinan yang sangat 

peinting u intuik peinjatuihan pidana mati atau i huikuimannya le ibih reindah. 

Peilaksanaan pidana mati teitap dipe irtahankan Indoneisia, me iskipuin 

indoneisia meiru ipakan salah satui neigara yang meiratifikasi ICCPR yang 

meingaku ii bahwa se imuia orang me imiliki hak uintuik hiduip. Di Indone isia, 

impleimeintasi ICCPR meinge inai hak hiduip tidak seipeinuihnya dite irapkan.  

Hal ini kareina hak hiduip yang dimaksuid masih dibatasi oleih peiratu iran 

yang me imbuiat batasan-batasan u intuik meinghormati hak asasi orang lain. 

Indone isia teitap meimpeirtahankan pe ilaksanaan pidana mati dalam 

peiratu irannya de ingan tu ijuian me ilinduingi ke iamanan dan ke ipeintingan pu iblik 

di samping meinjalankan konveinsi inteirnasional meinge inai HAM. Te irdapat 

peirbe idaan pandangan pada bu idaya Indoneisia yang me inye ibabkan 

peilaksanaan dari Konve insi Inte irnasional me inge inai HAM juiga be irbe ida. 

Masyarakat Indone isia yang be irsifat komu inalistik me inye ibabkan hu ikuim 

Indone isia seilain meingakuii HAM juiga me ingatu ir peinghormatan akan hak 

asasi orang lain se ihingga te irdapat batasan meinge inai HAM dalam 



 

67 

 

peiratu iran hu ikuimnya. Sifat komu inalistik yang meingu itamakan ke ilompok 

meinye ibabkan tidak adanya pe ingaku ian te irhadap hak-hak individui 

meiskipuin masyarakat Indoneisia me ingaku ii adanya HAM. 

Oleih kare ina itui, pidana mati di Indone isia juiga diteirapkan se ibagai 

peinghormatan te irhadap hak asasi dan ke iadilan dari korban tindak pidana 

peilaku i yang dijatuihi pidana mati. Pidana mati di Indone isia juiga te iru is 

dibeirlaku ikan kare ina teirte ira dalam pe iratu iran pe iruindang-uindangan 

Indone isia dan dinilai masih eife iktif oleih seibagian masyarakat Indone isia. 

Hal ini te irlihat dari KU iHP Nasional yang baru i disahkan Pre isidein Joko 

Widodo pada 2 Januiari 2023 yang masih me imuiat atuiran pidana mati 

dalam Pasal 98 sampai Pasal 103 KU iHP Nasional. 

Seilain pandangan pro teirhadap pidana mati, teirdapat pu ila 

pandangan lain yaitu i kontra yang me inolak pe ilaksanaan pidana mati. 

masyarakat yang kontra be irpe indapat bahwa pidana mati me iruipakan 

tindakan yang tidak manuisiawi dan me ilanggar Hak Asasi Manu isia dan 

Pancasila.Te irdapat be ibeirapa ahli yang me inolak peilaksanaan pidana mati, 

diantaranya be irasal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manuisia. Sandra 

Moniaga, Komisione ir Komnas HAM, beirpe indapat bahwa pidana mati 

seiharu isnya dihapu iskan seicara total di Indone isia. Me inuiruit Sandra jika 

pidana mati teitap dibeirlakuikan di Indone isia, peirlui ada pe imbatasan se irta 

jaminan pe imeiriksaan dan prose is huikuim yang adil. Ahmad Tau ifan 

Damanik, Ke ituia Komnas HAM 2017-2022, tuiru it meinyampaikan pe indapat 

meinge inai pidana mati bahwa Komnas HAM tidak se ituijui de ingan pidana 
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mati kare ina meilanggar hak hiduip yang absoluit bagi manu isia. Ia tuiru it 

meinambahkan jika saat ini pidana mati hanya dilaksanakan ole ih se idikit 

neigara, salah satu inya Indoneisia. 

Cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri. Perdebatan tentang 

alasan manusiawi atau tidaknya cara pelaksanaan pidana mati tersebut. 

Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo 

ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher 

terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan 

menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP 

diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1969  Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati 

yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan 

Militer.  

Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang 

dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan  

Militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini, 

selanjutnya telah disempurnakan dengan diberlakukannya Peraturan 

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, 

menyatakan bahwa cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai 

mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 

tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dengan demikian dapat 
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diartikan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati 

tidak melanggar HAM khususnya hak untuk tidak disiksa sebagaimana 

diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.  Pelaksanaan pidana mati 

dengan cara  ditembak, memang menimbulkan rasa sakit, namun rasa sakit 

yang dialami oleh terpidana tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk 

penyiksaan terhadap terpidana. Rasa sakit dalam pelaksanaan pidana mati 

akan tetap dirasakan oleh terpidana. 

Ne igara yang te ilah meilarang pidana mati teilah dibeidakan me injadi 

duia je inis neigara. Jeinis peirtama, yaitu i neigara yang me iratifikasi pe irjanjian 

inteirnasional, se ipeirti Uiniveirsal of De iclaration of Huiman Rights (U iDHR) 

dan Inte irnational Coveinant of Civil and Political Rights (ICCPR) seirta 

meilarang pidana mati dalam wilayahnya. Jeinis keiduia me iruipakan ne igara 

yang me iratifikasi pe irjanjian inteirnasional yaitu i UiDHR dan ICCPR se irta 

meilarang pidana hu ikuiman mati dalam wilayahnya dan me inye ibarlu iaskan 

seimangat anti hu ikuiman mati kei wilayah-wilayah lain di luiar wilayahnya 

seindiri, se ipeirti Uini Eiropa, Inggris, Norwe igia, dan Au istralia. 

Auistralia me iruipakan salah satui ne igara yang beirbatasan se icara 

langsu ing de ingan Indone isia, teitapi meimiliki reiguilasi teirkait pidana mati 

yang jau ih be irbeida de ingan Indone isia. Au istralia teilah meilarang pidana mati 

baik seicara leigal dalam huikuim nasionalnya, mau ipuin seicara praktik dalam 

peilaksanaan pidana mati. Di tahuin 2018, Auistralia beirtransformasi dari 

seibatas ne igara yang me ilarang pidana mati de ingan pe iratuiran nasionalnya 

meinjadi ne igara yang tidak hanya me ilarang pidana mati, te itapi juiga 
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meindu ikuing ge irakan anti pidana mati dan me inye ibarkannya ke i se iluiru ih 

duinia. Latar be ilakang Au istralia uintuik meinye ibarkan peingaru ih ge irakan anti 

pidana mati ke i seiluiruih duinia diseibabkan ole ih peinjatuihan hu ikuiman mati 

warga ne igara Au istralia di Indone isia pada tahu in 2015 yang me inye ibabkan 

Auistralia u intuik meinye ibarkan se imangat pe inghapuisan pidana mati. Tre in 

peinghapu isan pidana mati seimakin meinye ibar kei neigara-ne igara lainnya, 

seipe irti Malaysia. 

Malaysia me iruipakan salah satui ne igara yang se idang 

beirtransformasi me inuijui ne igara yang me ilarang pidana mati. Pada hari 

Seinin, 3 April 2023 Malaysia baru i saja me ineitapkan pe inghapu isan pidana 

mati dalam amande imein teirbaru i se iteilah disahkannya re iformasi hu ikuim oleih 

parle imein Malaysia. Pe inghapu isan pidana mati di Malaysia dituijuikan bagi 

11 jeinis keijahatan, be ibeirapa diantaranya me iruipakan jeinis keijahatan se iriuis 

keicu iali ke ijahatan se iriuis yang me irampas nyawa, seipe irti peimbuinuihan dan 

peirdagangan narkoba. Beirkaca dari re iformasi huikuim di Malaysia, tidak 

meinuituip keimuingkinan adanya pe inghapu isan pidana mati seicara pe inuih 

dalam huikuim Malaysia.   

Hak uintuik hiduip meiru ipakan HAM paling me indasar dan absolu it 

bagi manu isia, se ihingga peinghapu isan pidana mati dilaksanakan di ne igara-

neigara, se ipeirti U ini Eiropa, Inggris, dan Norwe igia. Ne igara-ne igara te irse ibuit 

meiruipakan ne igara yang teilah me iratifikasi UiDHR dan ICCPR. U iDHR dan 

ICCPR meiruipakan konveinsi inteirnasional yang me imuiat isi meinge inai 

HAM dan Hak sipil dan politik dimana hak teirse ibu it beirkaitan de ingan 
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HAM dan hu ikuim nasional yang me ilinduingi HAM te irseibuit.  Prose is hu ikuim 

yang tidak se ilalui adil dan seimpuirna tu iruit meinye ibabkan pe inghapu isan 

pidana mati u intuik me ilinduingi HAM te irpidana. Te irdapat ke imuingkinan 

teirjadinya ke isalahan dalam proseis huikuim seihingga pidana mati dinilai 

tidak teipat dan me ingancam HAM. 

Masing-masing dari pandangan pro dan kontra teirhadap pidana 

mati meimiliki dasar yang logis se ihingga dipe irluikan peinghu ibuing diantara 

keiduianya. U intuik meinghuibu ingkan pe indapat pro dan kontra te irhadap 

pidana mati, De iwan Hak Asasi Manu isia me imbeirikan re ikomeindasi yang 

dibeirikan meilaluii Uiniveirsal Peiriodic Reivieiw meinge inai moratoriuim 

huikuiman mati. Peilaksanaan pidana mati di Indoneisia tidak seicara formal 

meinye ibuitkan meinge inai moratoriuim, meilainkan peinuindaan e ikseikuisi 

pidana mati se ipe irti yang dijabarkan ole ih peine iliti seinior imparsial, Bhatara 

Ibnu i Reiza. Walauipuin teirkadang antara moratoriu im dan peinuindaan 

eikse ikuisi mati dibeidakan, teitapi seicara implisit dapat dikatakan bahwa 

moratoriuim dan pe inuindaan e ikseikuisi meiruipakan hal yang sama. 

Moratoriu im pidana mati meiru ipakan pe inuindaan e ikseiku isi pidana mati yang 

dibeirikan ole ih peimeirintah. 

Dalam KU iHP Nasional yang baru i, teirdapat pe imbaru ian meinge inai 

keite intuian pidana mati. Salah satu i diantaranya adalah pidana mati yang 

seimuila me iruipakan pidana pokok me injadi pidana alte irnatif.  Se ilain itui, 

peilaksanaan pidana mati baru i bisa dilaku ikan de ingan pe inuindaan e ikseikuisi 

pidana mati seilama seipuiluih tahuin.  Peinuindaan e ikseiku isi pidana mati suidah 
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diteitapkan se icara te irtuilis dalam Pasal 100 KU iHP Nasional. Pada Pasal 100 

ayat (1) KU iHP Nasional te ircantuim bahwa, e ikseikuisi pidana mati 

diteintuikan ole ih pe inuindaan pidana mati se ilama 10 (se ipuiluih) tahu in yang 

meimpeirhatikan du ia syarat yaitu i, rasa pe inye isalan dan uisaha me impe irbaiki 

diri dan pe iran te irdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Se ilanjuitnya, 

dalam Pasal 100 ayat (4) KU iHP Nasional dikatakan bahwa jika te irpidana 

beirke ilakuian baik, maka de ingan ke ipuituisan pre isidein atas pe irtimbangan 

Mahkamah Agu ing, pidana mati dapat be iruibah meinjadi pe injara se iuimuir 

hiduip.[58] Meinuiruit peindapat Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., Guirui 

Be isar Hu ikuim Pidana FHU iI, pe inuindaan e ikse ikuisi pidana mati se ilama 

seipuilu ih tahuin meiru ipakan jalan te ingah yang dapat me ingakomodir 

pandangan pro te irhadap huikuiman mati dan kontra te irhadap hu ikuiman mati. 

Pidana mati meinimbuilkan pe irbeidaan pandangan antara pro 

teirhadap pidana mati dan kontra teirhadap pidana mati. Pandangan-

pandangan ini meimiliki alasan masing-masing yaitui eifeik jeira pe ilakui bagi 

pandangan pro dan me ilanggar HAM bagi pandangan kontra. Indone isia 

seindiri me iruipakan ne igara yang masih me imbeirlaku ikan pidana mati, 

meiskipuin beibeirapa ne igara lain te ilah meinghapu iskan pidana mati dalam 

huikuimnya. Tu ijuian Indoneisia me impeirtahankan peilaksanaan pidana mati 

uintuik meilinduingi ke iamanan dan ke ipeintingan puiblik di samping 

meinjalankan konve insi inteirnasional me inge inai Hak Asasi Manu isia. HAM 

meiruipakan alasan me indasar bagi ne igara-neigara di du inia uintuik 

meinghapu iskan pidana mati.  Peirlinduingan HAM tuiru it dimuiat dalam 
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konveinsi inteirnasional seipe irti UiDHR dan ICCPR yang me indorong 

neigara-neigara di du inia uintuik meinghapu iskan pidana mati. 

Moratoriu im meiruipakan jalan te ingah bagi pandangan pro dan 

kontra yang dibe irikan me ilaluii re ikome indasi dari De iwan Hak Asasi 

Manu isia. Hal ini seijalan deingan lahirnya re iformasi dalam huikuim pidana 

Indone isia deingan disahkannya U iUi No.1 Tahuin 2023 teintang KU iHP yang 

meinjadi KUiHP Nasional meinye ibabkan te irdapat peimbaharu ian juiga dalam 

atuiran pidana mati di Indone isia. Dalam KU iHP Nasional yang baru i, 

peimbaharu ian teirse ibuit diteimuikan dalam keiteintuian pidana mati yaitui 

pidana mati seibagai pidana alte irnatif dan adanya pe inuindaan e ikseikuisi 

pidana mati. De ingan adanya atu iran baru i meinge inai pidana mati di 

Indone isia, spe isifiknya be irke inaan de ingan peinuindaan pidana mati 

diharapkan dapat me injadi jalan te ingah antara pandangan pro dan kontra 

teirhadap pidana hu ikuiman mati seipe irti yang disampaikan oleih Prof. DR. 

Topo Santoso, S.H., M.H., Gu iru i Be isar Huikuim Pidana FHU iI. 

B. Penggunaan Pasal 100 KUHP Terhadap Terpidana Mati 

Masih seigar dalam ingatan puiblik teintang Vonis Mati yang dijatu ihi oleih 

Peingadilan Ne ige iri Jakarta Seilatan teirhadap te irdakwa Fe irdi Sambo. “Teirdakwa 

Fe irdy Sambo S.H. S.I.K. M.H teilah teirbuikti seicara sah dan meiyakinkan be irsalah 

meilakuikan tindak pidana, tuiru it seirta me ilakuikan pe imbuinu ihan be ire incana dan 

tanpa hak me ilakuikan tindakan yang be irakibat sisteim e ileiktronik tidak beike irja 

seibagaimana me istinya, yang dilaku ikan se icara beirsama-sama. “Me injatuihkan 

pidana ke ipada te irdakwa teirse ibuit oleih kare ina itui de ingan pidana mati,” kata 
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Hakim Ke ituia Wahyu i Iman Santosa di PN Jakarta Se ilatan. Puituisan teirse ibuit 

disambuit riu ih hadirin di ruiang sidang. 

Vonis teirseibuit leibih beirat dari tuintuitan JPUi Seibeiluimnya, Fe irdy Sambo 

dituintuit huikuiman pe injara se iuimuir hidu ip. Hakim Ke ituia Wahyu i Iman Santosa 

meimbacakan hal-hal yang dianggap me imbeiratkan Fe irdy, antara lain: peirbuiatan 

dilakuikan ke ipada ajuidan se indiri, peirbu iatan me ingakibatkan lu ika yang me indalam 

keipada ke iluiarga Yosu ia, peirbu iatan teilah me inimbuilkan ke ireisahan dan ke igaduihan 

yang me ilu ias di masyarakat. Hu ikuiman mati yang itu i teintuinya meimicui 

peirde ibatan se indiri di kalangan masyarakat, para pe imbeila HAM teintui tidak 

seituijui deingan hu ikuiman mati yang dibe irikan namuin pihak keiluiarga korban 

pastinya me ingu icap syu ikuir ke ipada maje ilis hakim yang te ilah meijatuihkan puituisan 

teirse ibuit. 

Meilihat seijarah hu ikuiman mati itui seindiri, Seicara historis huikuiman mati 

peirtama kali dite intuikan ole ih Raja Hamu irrabi dalam Code ix Hamuirrabi dari 

Babilonia pada abad ke i-19. Dalam Kove inan Inteirnasional yaitui De iclaration 

Uiniveirsal of Hu iman Rights (DUiHAM) hu ikuiman mati beirteintangan de ingan hak 

asasi manuisia, se ihingga tidak lagi dipe irboleihkan dan huikuiman mati juiga suidah 

uisang, tidak me imiki eife ik jeira dan angka ke ijahatan. 

Indone isia meiru ipakan neigara yang me ingaku ii e iksisteinsi Hak Asasi 

Manuisia, dalam U indang-uindang No 39 Tahu in 1999 teintang Hak Asasi Manuisia 

dan juiga dalam pe irkeimbangan amande imein Uindang-Uindang Dasar 1945 yang 

kei-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya me imbahas te intang Hak Asasi Manuisia. 

Le ibih dari itui Indone isia me impeirteigas pe ingaku ian atas pe ine igakan Hak Asasi 
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Manuisia de ingan amanat TAP MPR NO XVII tahuin 1998 teintang pe imbe intuikan 

Komisi Nasional Hak Asasi Manuisia (Komnas HAM). Namu in, pe ingaku ian hak 

asasi manu isia tidak meingarah pada pe inghapu isan huikuiman mati, dan huikuiman 

mati masih digu inakan dan diaku ii di Indone isia. Dalam Kitab U indang- U indang 

Huikuim Pidana (KUiHP) seicara teigas me ingatu ir teintang pidana mati seibagai 

pidana pokok. Pada Pasal 10 huiru if a KU iHP meinyatakan, Pidana pokok teirdiri 

dari, Pidana mati, Pidana peinjara, Pidana ku iruingan, Pidana de inda, Pidana 

tuituipan. 

Peirtanyaan be irikuitnya adalah te irhadap apakah seite ilah vonis huikuiman 

mati dijatuihkan tidak ada lagi u ipaya hu ikuim yang dapat dilaku ikan? Meinuiru it 

KUiHAP yang be irlakui di Indone isia teirpidana yang te ilah dijatuihi huikuiman mati 

masih bisa meine impuih uipaya Hu ikuim Biasa yang teirdiri dari: 

1. Banding 

Banding me iru ipakan salah satui u ipaya hu iku im biasa yang dapat 

diminta oleih salah satui atau i ke iduia be ilah pihak yang be irpeirkara 

teirhadap su iatui puituisan pidana. Te irpidana dapat me ingaju ikan Banding 

bila meirasa tidak puias deingan isi puituisan Peingadilan Ne ige iri. Proseis 

Banding akan dipe iriksa oleih Peingadilan Tinggi nantinya. Se ibagaimana 

diatuir Pasal 67 KU iHAP, yang be irbuinyi: 

“Te irdakwa atau i Peinuintuit Uimuim beirhak u intu ik meiminta Banding 

teirhadap Pu ituisan Peingadilan Tingkat Pe irtama, Ke icuiali teirhadap 

Puituisan Be ibas, Le ipas dari seigala tuintu itan huikuim yang 

meinyangku it masalah kuirang teipatnya pe ineirapan huikuim dan 

puituisan pe ingadilan dalam acara ce ipat.” Ke ipuituisan pe ingadilan 

yang dapat dimintakan banding hanya ke ipuituisan peingadilan yang 

beirbe intuik Puituisan bu ikan peine itapan, kare ina te irhadap pe ine itapan 

uipaya hu ikuim biasa yang dapat diaju ikan hanya kasasi. Te inggang 
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waktui peirnyataan me ingajuikan banding adalah 7 (tuijuih) hari seijak 

puituisan dibacakan se ibagaimana diatu ir dalam Pasal 233 ayat (2) 

KUiHAP. Apabila jangka waktu i peirnyatan pe irmohonan banding 

teilah leiwat maka teirhadap peirmohonan banding yang diajuikan 

akan ditolak ole ih Peingadilan Tinggi kare ina teirhadap pu ituisan 

Peingadilan Ne ige iri yang be irsangku itan dianggap teilah me impuinyai 

Be irke ikuiatan Hu ikuim Teitap/Inkrach. 

2. Kasasi 

Kasasi me iruipakan salah satui u ipaya hu ikuim biasa yang dapat 

diminta oleih salah satui atau i ke iduia be ilah pihak yang be irpeirkara 

teirhadap su iatui puituisan pidana. Te irpidana dapat meingaju ikan Kasasi atas 

Pu ituisan Banding, apabila meirasa tidak pu ias de ingan isi Puituisan 

Banding Peingadilan Tinggi. Proseis Kasasi akan dipe iriksa oleih 

Mahkamah Agu ing nantinya. Se ibagaimana diatu ir Pasal 244 KU iHAP, 

yang be irbuinyi: 

“Te irdapat pu ituisan pe irkara pidana yang dibe irikan pada tingkat 

teirakhir ole ih Peingadilan lain se ilain daripada Mahkamah Agu ing, 

teirdakwa atau i peinuintuit uimuim dapat meingaju ikan pe irmintaan 

peime irikasaan kasasi ke ipada Mahkamah Agu ing keicu iali teirhadap 

puituisan be ibas.” 

 

Teinggang waktu i peirnyataan me ingaju ikan banding adalah 14 

(e impat be ilas) hari se ijak dibeiritahuikan ke ipada te irdakwa se ibagaimana 

diatuir dalam Pasal 245 ayat (1) KU iHAP. Apabila jangka waktu i 

peirnyatan pe irmohonan kasasi te ilah leiwat maka te irhadap pe irmohonan 

kasasi yang diaju ikan dianggap me ineirima puituisan seibe iluimnya. Dan 

akan ditolak oleih Mahkamah Agu ing kare ina teirhadap pu ituisan 

Peingadilan Tinggi yang be irsangku itan dianggap te ilah meimpuinyai 

Be irke ikuiatan Hu ikuim Teitap/Inkrach. 

Yang te irakhir adalah u ipaya hu ikuim luiar biasa yakni: 
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2. Peininjauian Ke imbali 

Peininjauian ke imbali dilakuikan te irhadap pu ituisan pe ingadilan 

yang te ilah meimpuinyai keikuiatan hu ikuim teitap ole ih teirpidana atau i ahli 

warisnya ke ipada Mahkamah Agu ing, ke icuiali te irhadap pu ituisan be ibas 

atau i leipas dari se igala tuintuitan huikuim. Dasar peingaju ian peininjauian 

keimbali adalah se ibagaimana yang se ibagaimana daituir dalam Pasal 263 

ayat (2) KU iHAP, yang meinye ibuitkan: 

“(a). Apabila te irdapat keiadaan baru i yang me inimbuilkan duigaan 

kuiat, bahwa jika ke iadaan itui suidah dikeitahuii pada waktui sidang 

masih beirlangsu ing, hasilnya akan be iruipa pu ituisan be ibas ataui 

puituisan leipas dari se igala tuintuitan huikuim ataui tuintuitan peinuintuit 

uimuim tidak dapat diteirima atau i te irhadap pe irkara itu i diteirapkan 

keite intuian pidana yang leibih ringan. (b). Apabila dalam peilbagai 

puituisan teirdapat pe irnyataan bahwa se isuiatui teilah teirbuikti, akan 

teitapi hal atau i keiadaan seibagai dasar dan alasan puituisan yang 

dinyatakan te ilah teirbu iktiitui, teirnyata te ilah beirte intangan satui 

deingan yang lain. (c). Apabila pu ituisan itui de ingan je ilas 

meimpeirlihatkan suiatu i keikhilafan hakim atau i suiatui keike iliruian yang 

nyata. Pe ininjauian ke imbali juiga dapat dilaku ikan teirhadap pu ituisan 

peingadilan yang te ilah meimpuinyai ke ikuiatan huikuim teipap, apabila 

puituisan itui meiru ipakan suiatui peirbu itan pidana yang didakwakan 

dan teirbu ikti namuin tidak ikuiti deingan suiatui peimidanaan/ 

huikuiman.” 

 

Uipaya hu ikuim biasa dan luiar biasa ini adalah cara te irdakwa 

uintuik meinghindari hu ikuiman mati yang te ilah dijatuihkan te irhadap 

dirinya, namu in uipaya hu iku im tadi buikan satui-satuinya cara agar te irleipas 

dari je irat pidana mati, Indoneisia juiga me ingatu ir cara agar te irpidana mati 

teirse ibuit meindapatkan peingampu inan atas pe irbu iatannya. Je inis-jeinis 

Peingampu inan te irseibuit adalah: 

 

 



 

78 

 

1. Grasi 

Kata grasi be irasal dari bahasa latin Pardonare i, yang di 

teirje imahkan ke idalam bahasa Inggris yaitu i Pardonei. Me inuiruit Blacks 

Law Dictionary Sixth Eidition, yang disu isuin oleih He inry Campbe ill 

Black. M.A Tahu in 1990 dituiliskan bahwa Pardon: an e ixeicuitivei action 

that mitigate is or se its asidei pu inishmeint for a crime i. An act of grace i from 

gove irning poweir which mitigateis thei puinishmeint thei law deimands for 

thei offe insei and re istoreis thei right and privile ige is forfeiiteid on accou int of 

thei offeinsei. Grasi diatu ir dalam U iUi No. 22 Tahu in 2002 yang te ilah 

diruibah dalam U iUi No. 5 Tahu in 2010. Meinuiruit Pasal 1 UiU i No. 20 

Tahu in 2002, yang dimaksuid grasi adalah peingampu inan beiruipa 

peiru ibahan, pe iringanan, peingu irangan, atau i peinghapuisan pe ilaksanaan 

pidana ke ipada teirpidana yang dibe irikan oleih Preisidein. Seilain uipaya 

huikuim luiar biasa, uintuik meinghindari dilaksanakannya pidana mati, 

teirpidana me ilaluii kuiasa hu ikuimnya se iringkali me ingaju ikan grasi ke ipada 

Preisidein u intuik meingu ibah puituisan pidana mati teirse ibuit. Dalam Kitab 

Uindang-Uindang Hu ikuim Pidana baru i, pidana mati diseibuitkan akan 

otomatis meinjadi pidana seiuimuir hiduip apabila seipuiluih tahuin seiteilah 

keipuituisan pe inolakan grasi dikeiluiarkan ole ih Preisidein, dan jaksa be iluim 

meilaksanakan e ikseikuisi pidana mati teirse ibuit. 

Hal ini beirarti jaksa haruis meilaksanakan pidana mati seibe iluim 

seipuiluih tahuin seiteilah adanya pe inolakan kasasi Peirluinya diskuisi norma 

Pasal 7 ayat (2) U iUi No.5 Tahu in 2010 teintang Pe iru ibahan Atas U iUi No. 
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22 Tahuin 2002 teintang Grasi. Dimana pasal teirse ibuit beirbuinyi 

peirmohonan grasi se ibagaimana dimaksuid pada ayat (1) diaju ikan paling 

lama dalam jangka waktui 1 tahu in seijak puituisan meimpeirole ih keikuiatan 

huikuim teitap. Pe irmasalahan disini timbuil se ilain meimbatasi, 

meinghalangi, hak konstituisional Preisidein seibagai keipala neigara u intuik 

meimbeirikan grasi, hal te irse ibuit juiga me injadi masalah bila meingajuikan 

leibih dari 1 tahu in maka peirmohonan grasi teirse ibuit meinjadi daluiarsa. 

Jika dilihat dari peirsfe iktif huikuim pidana, ke iwe inangan Pre isidein 

beirkaitan de ingan Pasal 14 UiU iD 1945 teintang Grasi dan U iUi No. 22 

Tahu in 2002 seibagaimana diru ibah de ingan U iU i No. 5 Tahu in 2010 

teintang Grasi se isuinggu ihnya be irkaitan e irat de ingan du ia hal pe inting 

dalam hu ikuim pidana, yakni pe irihal hapu isnya keiwajiban me injalankan 

pidana dan tuijuian pe imidanaan. Dari pe irsfe iktif ini dapat disimpuilkan 

bahwa be irkaitan de ingan grasi maka se isuinggu inya Pre isidein meinye irap 

seibagian ke icil ke iwe inangan hakim dalam me ineitapkan je inis pidana yang 

dijatuihkan dan lamanya seise iorang me injalani peimidanaan. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) UiU i No. 5 Tahu in 2010 diatuir bahwa 

teirhadap pu ituisan pe ingadilan yang te ilah me impeiroleih ke ikuiatan hu ikuim 

teitap, te irpidana dapat meingaju ikan peirmohonan grasi ke ipada Pre isidein. 

Kata “dapat” dalam ke iteintuian ini dimaksu idkan uintuik me imbeirikan 

keibe ibasan ke ipada te irpidana u intuik me inggu inakan atau i tidak 

meinggu inakan hak u intuik meingaju ikan pe irmohonan grasi se isuiai de ingan 

UiUi No. 5 Tahu in 2010. 
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Hak me ingaju ikan grasi dibeiritahu ikan keipada te irpidana ole ih hakim 

atau i hakim keituia sidang yang me imuituis peirkara pada tingkat pe irtama. 

Jika pada waktui puituisan peingadilan dijatu ihkan teirpidana tidak hadir, 

hak teirpidana dibe iritahu ikan se icara te irtuilis oleih paniteira dari pe ingadilan 

yang me imuituis pe irkara pada tingkat pe irtama, banding atau i kasasi. 

Pu ituisan pe imidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, 

pidana pe injara se iuimuir hiduip, atau i pidana pe injara paling re indah 2 

tahuin. Peirlui di ingat bahwa pe irmohonan grasi hanya dapat diaju ikan 1 

kali, agar me imbeirikan keipastian huikuim dalam peilaksanaan pe ingaju ian 

peirmohonan grasi dan meinghindari pe ingatu iran diskriminatif. 

2. Amneisti 

Apabila meiru ijuik pada kamuis huikuim yang dituilis oleih Marwan 

dan Jimmy, de ifinisinya sbb: amneisti adalah peirnyataan u imuim yang 

diteirbitkan me ilaluii ataui deingan U iU i teintang pe incabu itan se imuia akibat 

dari pe imindanaan suiatu i peirbu iatan pidana te irteintui ataui satui ke ilompok 

peirbu iatan pidana. Dalam kaitannya de ingan hu ikuim pidana, ke iwe inangan 

meimbeirikan amne isti yang dimiliki Pre isidein ini se isu inggu ihnya be irbicara 

teintang hapu isnya ke iwajiban seiseiorang me injalani pidana, khuisuisnya 

beirkaitan de ingan alasan peimaaf dalam hu ikuim pidana. 

De ingan pe imbeirian amne isti seisuinggu ihnya Pre isidein meinyatakan 

bahwa sifat me ilawan hu ikuim dari pe irbuiatan seise iorang ditiadakan 

kare ina Pre isidein me impeirgu inakan hak nya meimaafkan pe irbu iatan 

meilawan hu ikuim yang dilakuikan ole ih seiseiorang dan se ikeilompok orang. 
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Be irbe ida deingan amne isti, beirkaitan deingan hak abolisi, jika dipotreit 

dari te iori huikuim pidana maka hak ini me impuinyai ke isamaan ide i deingan 

hapuisnya hak me inuintuit yang dike inal di dalam KUiHP. 

Be irkaitan de ingan hapu isnya hak me inuintu it di dalam KUiHP, 

seicara u imuim peinuintuitan diheintikan atau i dicabu it apabila 1. Te ilah ada 

puituisan hakim yang te itap (de i kracht van e ie in re ichteir lijkgeiweiijsdei) 

meinge inai tindakan yang sama (Pasal 76). 2. Te irdakwa me ininggal du inia 

(Pasal 77). 3. Peirkara te ilah kadalu iarsa (Pasal 78). Teirjadi pe inye ileisaian 

di luiar pe ingadilan (Pasal 82). Pasal 4 UiUi 11 Tahu in 1954 meinyatakan 

bahwa de ingan pe imbeirian amne isti seimuia akibat huikuim pidana te irhadap 

orang-orang dibe irikan amneisti dihapuiskan. 

Seidangkan u intuik peimbeirian abolisi maka pe inuintuitan teirhadap 

orang-orang yang dibe irikan abolisi ditiadakan. Amne isti dan abolisi 

peirnah dilaksanakan se ibagaimana dalam U iUi Daru irat No. 11 Tahu in 

1954 se ihuibuingan pada saat itu i teirjadinya se ingke ita politik antara 

Indone isia (Yogyakarta) deingan Ke irajaan Be ilanda (pasal 2). U iUi ini 

meiruipakan pe ilaksanaan dari U iU iD Seimeintara Tahu in 1950. Me inuiruit 

keite intuian pasal 1, Pre isidein meimbe irikan amneisti ataui abolisi deingan 

peirtimbangan dari MA be irdasarkan pe irmintaan dari Me inteiri 

Ke ihakiman. 

Dalam hal atuiran pe ilaksana dari ke iteintuian ini peirlui diteiliti leibih 

lanjuit. Deingan adanya Pasal 14 ayat (2) U iUiD 1945 yang me ingatuir 

leimbaga yang me imbeirikan pe irtimbangan ke ipada Pre isidein be irbeida, 
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maka ke iteintuian pasal 1 UiU i Daru irat 1954 tidak be irlakui lagi, namuin 

deimikian be iluim diatuir bagaimana prose is peilaksanaan ame isti dan 

abolisi seibagai imple imeintasi dari ke iteintuian pasal 14 ayat (2) U iU iD 

1945 te irseibuit. “Ke ipeintingan Ne igara” yang te ircantu im dalam U iU iD 1945 

dalam pe imbeirian amne isti diteirje imahkan dalam konteiks politik. UiU i 

amne isti dan abolisi seindiri tidak meinjeilaskan kriteiria apa yang 

dimaksuid de ingan ke ipeintingan ne igara. ke iduia atuiran yang ada te irkait 

peimbe irian amneisti dari Preisidein, meimbeirikan peituinjuik yang be irbe ida 

teirkait me ikanismei yang haru is dijalani. 

UiUi amne isti dan abolisi meingatakan pre isidein dapat me imbeirikan 

amne isti seiteilah meindapat nasihat te irtuilis dan MA yang diminta te irleibih 

duilui oleih keimeinte irian teirkait (dalam hal ini Ke imeinteirian Hu ikuim dan 

Hak Asasi Manu isia). Meinu iru it UiUiD 1945 pasal 14 ayat 2, pe imbeirian 

amne isti Preiside in haruis deingan pe irtimbangan DPR. meikanismei yang 

jeilas teirkait peimbeirian amneisti dari Preisidein. Seilain itui, atuiran huikuim 

yang baru i ju iga haru is meimpe irjeilas de ifinisi dan indikator ke ipeintingan 

neigara de ingan je ilas. Hal ini akan me imuidahkan Pre isidein dalam 

meinggu inakan hak pre irogratifnya. Se ilain itui, DPR seirta masyarakat 

juiga bisa me ingawasi jalannya pe imbeirian amne isti oleih Pre isidein kare ina 

batasan-batasannya su idah je ilas. Be iluim meine imuikan pe iratuiran 

peiru indang- uindangan te intang prose iduir baku i yang me ingatuir me inge inai 

tata cara pe imbeirian Amneisti. 

 



 

83 

 

3. Abolisi 

Apabila meiru ijuik pada kamuis huikuim yang dituilis oleih Marwan 

dan Jimmy, de ifinisinya sbb: abolisi adalah suiatu i hak u intuik 

meinghapu iskan seiluiru ih akibat dari pe injatuihan pu itu isan pe ingadilan atau i 

meinghapu iskan tuintuitan pidana ke ipada seiorang te irpidana, se irta 

meilakuikan pe inghe intian apabila pu ituisan te irseibu it teilah dijalankan. 

Meiru ipakan hak pre irogatif Pre isidein yang hanya dibe irikan seite ilah 

meiminta nasihat MA. 

Preisidein, atas ke ipe intingan Ne igara, dapat me imbeiri amne isti dan 

abolisi keipada orang-orang yang te ilah meilakuikan se isuiatui tindakan 

pidana. Pre isidein me imbeiri amne isti dan abolisi ini se iteilah me indapat 

nasihat te irtuilis dari MA yang me inyampaikan nasihat itu i atas 

peirmintaan Me inte iri Ke ihakiman (saat ini Me inteiri Hu ikuim dan HAM). 

Apabila me iruijuik ada Pasal 2, amne isti dan abolisi dibeirikan ke ipada 

seimuia orang yang se ibeiluim tanggal 27 De iseimbeir 1949 teilah me ilakuikan 

seisuiatui tindak pidana yang nyata akibat dari pe irseingke itaan politik 

antara Re ipuiblik Indone isia (Yogyakarta) dan Ke irajaan Be ilanda. Apabila 

meimahami suibstansi te irseibuit, dapat ditarik ke isimpuilan bahwa amne isti 

dan abolisi beirlaku i seibe iluim 27 Deise imbeir 1949. 

Peiratuiran pe iru indang-uindangan te intang prose iduir bakui yang 

meingatuir me inge inai tata cara pe imbeirian abolisi. Peirlui adanya pe iratuiran 

peiru indang- u indangan yang me ingatu ir te intang meikanismei pe imbeirian 

abolisi yang dapat diaju ikan pe irmohonan abolisi adalah hanya te irhadap 
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seiluiruih prose is pe imeiriksaan yang se idang be irjalan se ibeiluim peingadilan 

meinjatuihkan ke ipuituisan teirhadap pe irkara te irse ibuit. Alasan abolisi haru is 

beirdasarkan pada pe irtimbangan bahwa de ingan meilakuikan proseis 

huikuim keipada te irsangka atau i teirdakwa akan meiru igikan ke ipeintingan 

uimuim ataui ke ipeintingan Ne igara. 

Uintuik ke ideipan te irdapat be ibeirapa pe iru ibahan peinting te irkait 

huikuiman mati ini, teiruitama peimbaharu ian yang teilah dilakuikan Dalam 

Kitab Uindang-Uindang Hu ikuim Pidana (KUiHP) yang disahkan pada 6 

De iseimbeir 2022, hakim meinjatuihkan pidana mati deingan masa 

peircobaan se ilama 10 tahu in. Hal teirseibuit teirdapat dalam Pasal 100 

Uindang-Uindang Nomor 1 Tahu in 2023 teintang KUiHP. Pasal 100 Ayat 1 

KUiHP me ingatu ir, hakim meinjatuihkan pidana mati deingan masa 

peircobaan se ilama 10 tahuin de ingan me imeirhatikan rasa pe inye isalan 

teirdakwa dan ada harapan uintuik me impeirbaiki diri atau i peiran te irdakwa 

dalam tindak pidana. 

Namuin dalam Pasal 100 Ayat 2 dijeilaskan, pidana mati deingan 

masa pe ircobaan se ibagaimana dimaksuid pada Ayat 1 haru is dicantuimkan 

dalam puituisan peingadilan. maka ke itika ia meinu injuikkan sikap dan 

peirbu iatan yang te irpuiji seilama masa pe ircobaan teirse ibuit, pidana mati 

dapat diu ibah meinjadi pidana pe injara se iuimuir hiduip. Yakni, de ingan 

Ke ipuituisan Pre isidein (Keippre is) se iteilah me indapatkan pe irtimbangan 

Mahkamah Agu ing (MA). "Pidana pe injara se iuimuir hiduip se ibagaimana 

dimaksuid pada Ayat 4 dihituing se ijak Ke ipuituisan Preisidein diteitapkan," 
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buinyi Pasal 100 Ayat 5 KUiHP. "Jika teirpidana seilama masa pe ircobaan 

seibagaimana dimaksu id pada Ayat 1 tidak me inu injuikkan sikap dan 

peirbu iatan yang te irpuiji seirta tidak ada harapan u intu ik dipeirbaiki, pidana 

mati dapat dilaksanakan atas pe irintah Jaksa Agu ing," bu inyi Pasal 100 

Ayat 6 KU iHP. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil peine ilitian yang te ilah dilakuikan oleih peine iliti maka peine iliti 

meinye iimpuilkan be ibeirapa hal se ibagai be irikuit: 

1. Dalam ke iteintuian uindang-uindang teirse ibuit dinyatakan bahwa hakim 

meinjatuihkan pidana mati deingan masa pe ircobaan 10 tahu in. Dalam 

masa pe ircobaan ini, apabila teirdakwa be irkeiinginan uintuik meimpeirbaiki 

dirinya dan me inuinjuikkan sikap yang te irpuiji, maka pidana mati yang 

teilah diteitapkan dapat diu ibah meinjadi pidana peinjara se iuimuir hiduip 

deingan Ke ipuituisan Preisidein se iteilah me indapatkan pe irtimbangan 

Mahkamah Agu ing. Pidana mati yang diatu ir dalam Uindang U indang 

Nomor 1 Tahu in 2023 teintang Kitab U indang U indang Hu ikuim Pidana 

(KU iHP) teirdapat dalam pasal 98 U iUi itui dise ibuitkan bahwa hu ikuiman 

mati atau i pidana mati diancamkan se icara alte irnatif se ibagai u ipaya 

teirakhir u intuik me ince igah dilakuikannya tindak pidana dan (u intuik) 

meingayomi masyarakat. 

2. Implikasi yu iridis peineirapan masa pe ircobaan dalam huikuiman mati 

meimiliki implikasi yu iridis yang pe inting, kare ina ini beirkaitan deingan 

peirlinduingan hak asasi manuisia dan ke iadilan dalam sisteim peiradilan 

pidana. Implikasi-implikasi ini meilipuiti isui-isu i seipeirti keipuituisan 

peingadilan, pe ilaksanan huikuiman mati, hak-hak narapidana, se irta 

peingawasan dan pe imantau ian ole ih leimbaga-leimbaga yang be irwe inang. 

Probleimatik peirbe idaan pandangan me inge inai sanksi pidana suidah 
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meinjadi hal luimrah yang ke irap kali dipe irbincangkan. Hal ini 

dikare inakan banyaknya sanksi pidana yang me inuiai pro dan kontra baik 

dari ke ilompok masyarakat mauipuin para ahli huikuim. Tak teirke icuiali 

sanksi pidana mati yang se ilalui meinuiai kritik hingga saat ini dari 

beirbagai ke ilompok. Baik keilompok pro mauipuin kontra masing-masing 

meimiliki alasan yang logis meinge inai pidana mati.   

B. Saran 

1. Peineirapan hu ikuiman mati saat ini beiluim eife iktif seilain kare ina seimuia agama 

meingajarkan pe ingampu inan, yang mana ke imatian meiru ipakan hak tuihan 

Yang Maha E isa dan ju iga pe ineirapan hu ikuiman mati saat ini le ibih meingarah 

keipada sorotan pu iblik atas viralitas su iatui peirkara, se irta be irlaruit-laruitnya 

eikse ikuisi seihingga me inimbuilkan keitidak pastian huikuim atas kuialitas hiduip 

teirpidana mati.  

2. Pasal 100 KU iHP ini meinyatakan bahwa narapidana yang dijatuihi 

huikuiman mati deingan masa pe ircobaan haru is diteimpatkan dalam le imbaga 

peimasyarakatan khu isuis yang me ime inuihi peirsyaratan te irteintui, dan haru is 

dipantaui se icara ke itat se ilama masa pe ircobaan. Pidana mati dalam hu ikuim 

Indone isia buikanlah se isuiatui yang asing. Pidana mati meiru ipakan pidana 

yang dilaksanakan de ingan me irampas jiwa se iseiorang yang me ilanggar 

keite intuian dalam uindang-uindang.
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